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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
Pedoman trasliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah : 
1. Konsonan 
Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta  tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berikut :   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث s\a s\ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح H}a h} Ha (dengan titik di 
bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Zal z/ Zet (dengan titik di 
atas) 
ز Ra R Er 
ش Zai Z Zet 
ض Sin S Es 
ش Syin Sy Es dan ye 
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ص s}ad s} Es (dengan titik di 
bawah) 
ض d}ad d} De (dengan titik di 
bawah) 
ط t}a t} Te (dengan titik di 
bawah) 
ظ z}a z} Zet (dengan titik di 
bawah) 
ع „ain ...„..... Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
و Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ي Ha H Ha 
ء Hamzah ...' ... Apostrop 
ى Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal  bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari 
vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal Tunggal bahasa Arab  yang lambangnya berupa tanda  
atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :  
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fath}ah A A 
 Kasrah I I 
 
 
x 
 
 Dammah U U 
Contoh :  
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. ةتك Kataba 
2. سكذ Zukira 
3. ةهري Yazhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal  rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa 
gabungan antara harakat dan huruf maka trasliterasinya gabungan 
huruf, yaitu : 
 
Tanda dan Huruf Nama Gabungan 
Huruf 
Nama 
ي ……أ Fathah dan 
ya 
Ai a dan i 
و ...... أ Fathah dan 
wau 
Au a dan u 
    
   Contoh :  
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لوح Haula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang  yang lambangya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :  
Harakat dan 
Huruf  
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي …….  أ  Fathah dan a> a dan garis di atas 
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alif atau ya 
ي …… أ Kasrah dan 
ya 
i> i  dan garis di atas 
و  ……. أ Dammah 
dan wau 
u> u dan garis di atas 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qa>la 
2. ميق Qi>la 
3. لوقي Yaqu>lu 
4. يمز Rama> 
 
4. Ta Marbutah 
Trasliterasi untuk Ta Marbutah ada dua : 
a. Ta Marbutah hidup  
 Ta Marbutah atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah trasliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati  
  Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya 
adalah /h/. 
c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh 
kata yang menggunakan kata sandang /al/  serta bacaan kedua kata 
itu terpisah  maka Ta Marbutah itu ditrasliterasikan  dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضوز Raud}ah al-at}fa>l/ raud}atul 
atfa>l 
2. ةحهط T{alhah 
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5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid  yang dalam sistem tulisan Arab  
dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu  tanda Syaddah atau Tasydid. 
Dalam transliterasi ini tanda Ssyaddah tersebut dilambangkan dengan 
huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.  
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Trasliterasi 
1. اىّتز Rabbana 
2, لّصو Nazzala 
 
6. Kata Sandang  
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambankan dengan huruf yaitu 
 لا . Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara 
kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.  
Kata sandang yang diikuti oleh huruf  Syamsiyyah  
ditrasliterasikan  sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/  diganti dengan 
huruf yang sama   dengan huruf yang langsung mengikuti  kata sandang 
itu.  Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah  
ditrasliterasikan sesuai dengan aturan  yang digariskan di depan  dan 
sesuai dengan bunyinya. Baik didikuti dengan huruf Syamsiyyah atau 
Qomariyah,  kata sandang ditulis  dari kata yang mengikuti  dan 
dihubungkan dengan kata sambung.  
Contoh :  
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مجّسنا Ar-rajulu 
2. للاجنا Al-Jala>lu 
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7. Hamzah 
Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditranslitesaikan denga apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir  kata. Apabila terltak di awal kata maka tidak dilambangkan karena  
dalam tulisan Arab berupa huruf alif.  Perhatikan contoh-contoh berikut 
ini:  
No Kata Bahasa Arab Trasliterasi 
1. مكأ Akala 
2. نورخأت ta'khuduna 
3. ؤىنا An-Nau'u 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab  tidak mengenal huruf 
kapital, tetapi dalam trasliterinya huruf kapital itu digunakan seperti yang 
berlaku dalam EYD yaitu  digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama 
diri dan permulaan kalimat.  Bila nama diri itu didahului oleh kata 
sandangan maka  yang ditulis dengan huruf kapital adalah  nama diri 
tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.  
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila 
dalam tulisan Arabnya  memang lengkap demikian  dan kalau penulisan 
tersebut  disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf  atau harakat yang 
dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.  
 
Contoh :  
No. Kalimat Arab Transliterasi 
 لوسز لاإ دحمم امو Wa ma> Muhaamdun illa> rasu>l 
 هيمناعنا بز لله دمحنا Al-hamdu lillhi rabbil 'a>lami>na 
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9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata  baik fi‟il, isim  maupun huruf  ditulis 
terpisah. Bagi kata-kata tetentu  yang penulisannya dengan huruf Arab  
yang sudah lazim dirangkaikan  dengan kata lain karena ada huruf atau 
harakat  yang dihilangkan  maka penulisan kata tersebut dalam 
transliterasinya  bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada 
setiap kata atau bisa dirangkaikan.  
Contoh:  
No Kalimat Bahasa Arab Transliterasi 
 نيقزارلاريخ ىهل للها نإو Wa innalla>ha lahuwa khair ar-
ra>ziqi>n/ Wa innalla>ha lahuwa 
khairur-ra>ziqi>n 
 
 ناصيمناو ميكنا اوفوأف Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na/ Fa 
auful-kaila wal mi>za>na  
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ABSTRAK 
 
Muhammad Thoriq NIM 132121061, “Strategi Nazhir dalam 
Pengelolaan Wakaf studi kasus di pondok pesantren Roudlotuzzahidin 
Dukuh Tegalarum, Kunden, Karanganom Klaten”.  
Penelitian ini berlokasi di pondok pesantren Roudlotuzzahidin Dukuh 
Tegalarum Ds. Kunden Kec. Karanganom, Kab. klaten Yang akan membahas 
tentang bagaimana hukum positif dan hukum islam mengenai perubahan 
peruntukan terhadap harta benda wakaf. Sumber data di peroleh dengan 
wawancara yang didukung dengan buku-buku yang menjelaskan tentang wakaf. 
Analisis data menggunakan teori Miles dan Huberman tentang analisis data 
kualitatif  
Penelitian ini terfokus pada strategi nazhir dalam pengelolaan wakaf 
dengan melakukan perubahan peruntukan.karena, sudah tidak sesuai dengan 
tujuan wakif yaitu yang seharusnya digunakan sebagai pondok pesantren dan saat 
ini dijadikan sebagai ruang kelas di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Roudlotuzzahidin. 
Perubahan tersebut dilakukan agar harta benda wakaf tersebut tidak terbengkalai 
dan memberikan manfaat pada orang banyak. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut hukum islam dan hukum 
positif melakukan perubahan peruntukan terhadap harta benda tidak dibolehkan 
namun ada pengecualian, jika harta benda wakaf sudah tidak digunakan sesuai 
dengan tujuan wakaf, maka nazhirk diperbolehkan melakukan perubahan 
peruntukan dengan izin tertulis dari badan wakaf indonesia 
   
 
 
Kata Kunci: Wakaf, Nazhir, Strategi Nazhir dan Perubahan Peruntukan 
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ABSTRACK 
 
Muhammad Thoriq NIM 132121061. Thesis on "Nazhir Strategy in Waqf 
Management case study at boarding school Roudlotuzzahidin Dk. 
Tegalarum, Ds. Kunden, Kec. Karanganom, Kab. Klaten 
This research is located in boarding school Roudlotuzzahidin Dk/ 
Tegalarum Ds. Kunden Kec. Karanganom, Kab. Klaten Which will discuss about 
how the positive law and Islamic law regarding the change of allotment of waqf 
property. Sources of data are obtained by interviews supported by books that 
explain about waqf. Data analysis using Miles and Huberman's theory of 
qualitative data analysis 
This research focuses on the strategy of nazhir in the management of waqf 
by changing the allocation. Because, it is not in accordance with the wakif goal 
that should be used as a boarding school and currently used as a classroom in 
Madrasah Ibtidaiyah (MI) Roudlotuzzahidin. The change is done so that the waqf 
property is not neglected and provide benefits to the people. 
Result of research indicate that according to Islamic law and positive law 
do change of allotment to property not allowed but there are exceptions, if waqf 
property have not used in accordance with purpose of waqf, hence Nazhir allowed 
to change allotment with written permission from waqf indonesia 
 
 
Keywords: Waqf, Nazhir, Nazhir Strategy and Change of Allotment 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Sejak kedatangan Islam, wakaftelah dilaksanakan berdasarkan 
paham yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Islam di Indonesia, 
yaitu adat kebiasaan setempat. Pola pelaksanaan wakaf sebelum adanya PP 
No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, masih menggunakan 
kebiasaan keagamaan, seperti perwakafan tanah yang dilakukan secara 
lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu, 
kebiasaan wakaf sebagai amal soleh yang mempunyai nilai mulia di 
hadirat Tuhan tanpa harus melalui prosedur administratif, dan harta wakaf 
dianggap milik Allahsemata yang siapa saja tidak akan mengganggu 
gugatan tanpa seizin allah. Selain tradisi Islam dan tingginya kepercayaan 
kepada penerima amanah dalam melakukan wakaf, umat islam lebih 
banyak mengambil pendapat dari golongan Imam Syafi‟i yang berkaitan 
dengan ikrar wakaf, benda yang boleh diwakafkan, memperuntukkan harta 
wakaf dan boleh tidaknya tukar menukar benda wakaf.
1
. 
Tradisi wakaf tersebut kemudian memunculkan berbagai fenomena 
yang mengakibatkan perwakafan di Indonesia tidak mengalami 
perkembangan yang menggembirakan untuk kepentingan masyarakat 
banyak. Bahkan, banyak benda wakaf yang hilang atau bersengketa 
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dengan pihak ketiga sebab tidak adanya bukti tertulis seperti ikrar wakaf, 
sertifikat tanah, akta wakaf dan lain-lain 
Sadar akan pentingnya wakaf, pemerintah memprioritaskan tentang 
pengelolaan wakaf dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 
tahun 2004 sebagai landasan hukum tentang pengelolaan wakaf. Agar 
pengelolaan harta wakaf memberikan manfaat pada orang banyak, 
pengelola atau yang di sebut dengan Nazhir harus melaksanakan amanah 
dari wakif untuk mengelola, mengembangkan harta wakaf agar 
memberikan manfaat pada orang lain. 
Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif 
untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
2
sebagai 
orang yang bertanggungg jawab terhadap harta wakaf yang dipercayakan 
padanya, baik menyangkut pemeliharaan harta wakaf, maupun terhadap 
hasil dan upaya-upaya pengembangan. 
Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal  11 menyebutkan 
bahwa Nazhir meliputi: perseorangan, organisasi atau badan hukum, yang 
bertugas melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan 
mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan 
peruntukannya. Selain itu, nazhir juga bertugas mengawasi dan 
melindungi harta wakaf serta melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada 
Badan Wakaf Indonesia (BWI). 
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Merujuk pada undang-undang tersebut, terlihat begitu pentingnya 
peran nazhir dalam memelihara dan mengoptimalkan manfaat harta wakaf. 
Nazhir memiliki tugas yang sangat berat terkait dengan harta wakaf yang 
diamanahkan kepadanya.
3
Seorang nazhir bertugas mengelola harta wakaf, 
bekerja sama dengan masyarakat dalam pengembangannya, juga dengan 
orang-orang yang berhak menerima wakaf untuk dibagikan dan 
didistribusikan hasilnya. Disamping itu, Nazhir juga harus menjaga harta 
wakaf, memajukan memperbaiki dan mempertahankan keberadaannya. 
Oleh karena itulah, UU No. 41 Tahun 2004 memasukkan nazhir ke dalam 
salah satu unsur penting dalam pelaksanaan wakaf. 
Pondok Pesantren Roudlotuzzahidin terletak di Dk. Tegalarum, 
Kel. Kunden, Kec. Karanganom, Kab. Klaten. Berdiri pada tahun 1990-an 
yang didirikan di atas tanah wakaf, diwakafkan oleh Almh. Siti Ruhiyah 
(wakaf), tujuan awal dari wakaf ini untuk digunakan sebagai pondok 
pesantren, guna untuk menunjang sarana prasarana belajar ilmu agama. 
Namun untuk sekarang ini, pondok pesantren sudah tidak digunakan lagi 
karena tidak ada santri sehingga bangunan pondok tersebut sudah tidak 
digunakan lagi oleh santri untuk mencari ilmu agama. Nazhir yang 
bertugas untuk memelihara, mengembangkan dan menjalankan fungsi 
serta tujuan dilakukan secara perseorangan yang dibawah lembaga 
pendidikan Roudlotuzzahidin
4
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Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nadzir 
harus dilakukan sesuai dengan tujuan dari wakaf, apabila tujuan tidak 
sesuai dengan wakaf, nazhir harus berupaya untuk memanfaatkan harta 
benda wakaf untuk kegiatan yang lain sehingga dapat bermanfaat bagi 
orang banyak. 
Kendala-kendala yang akan dihadapi oleh nazhir dalam 
melaksanakan tugasnya di lapangan merupakan tugas berat yang harus 
diselesaikan. Penyelesaian masalah tersebut akan dapat menghilangkann 
munculnya sengketa-sengketa dan berbagai persoalan pada masa-masa 
yang akan datang. 
Atas dasar hal tersebut diatas serta mengingat pentingnya wakaf 
dalam kehidupan masyarakat dan mencegah terjadinya masalah yang akan 
terjadi di masa yang akan datang, maka penulis akan mengkaji tentang 
bagaiman strategi nazhir dalam pengelolaan harta benda wakaf di lembaga 
pendidikan Roudlotuzzahidin yang tidak sesuai dengan ikrar wakaf. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka rumusan 
masalah yang dapat diambil penulis adalah: 
1. Bagaimana strategi nazhir untuk mengelola tanah wakaf jika tanah 
wakaf tersebut sudah tidak lagi sesuai dengan ikrarwakif? 
2. Bagaimana pandangan hukum positif dan hukum Islamterhadap 
pergantian peruntukan harta benda wakaf jika tidak sesuai dengan 
ikrarwakif? 
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C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan penelitian yang ingin 
di capai dalampenelitian ini adalah 
1. Untuk mengetahui bagaimana strategi nazhir untuk mengelola tanah 
wakaf yang tidak sesuai lagi dengan ikrar wakaf. 
2. Untuk mengetahui pandangan hukum positif dan hukum 
Islamterhadap pergantian peruntukan harta benda wakaf jika tidak 
sesuai dengan ikrar wakif. 
D. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 
1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya 
wacana bagi masyarakat dan kalangan akademisi tentang  pengelolaan 
tanah wakaf di pondok pesantren Roudlotuzzahidin 
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi data untuk 
kegiatan penelitian yang lain dan dapat memberikan sumbangan 
pemikiran terhadap pendidikan dilingkup Perguruan Tinggi Islam 
maupun Perguruan Tinggi Umum. 
E. Kerangka Teori 
Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan beberapa teori yaitu 
sebagai berikut: 
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1. Istihsan 
a. Pengertian 
Istihsan menurut bahasa adalah menganggap sesuatu itu 
baik.
5
 Menurut istilah Istihsan adalah penetapan hukum dari 
seorang mujtahid terhadap suatu masalah yang menyimpang dari 
ketetapan hukum yang diterapkan pada masalah-masalah yang 
serupa, karena ada alasan yang lebih kuat yang menghendaki di 
lakukannya penyimpangan itu.
6
 
Menurut Dr. H. Jaenal Aripin, M.Ag dalam Kamus Ushul 
Fiqh menjelaskan istihsan sebagai beralihnya dari penetapan 
hukum yang sesuai dengan teori dasarnya, dikarenakan adanya 
dalil yang lebih kuat yang menuntut beralih dari pendapat yang 
pertama. 
Apabila terjadi suatu kejadian dan tidak ada nash mengenai 
hukumnya, dan untuk menganalisisnya terdapat dua aspek yang 
berbeda, yaitu: 
Pertama, aspek yang nyata yang menurut suatu hukum 
tertentu. Kedua, aspek yang tersembunyi yang menhendaki hukum 
lain. 
b. Macam-macam Istihsan 
Secara umum, istihsan dibagi menjadi empat macam yaitu:
7
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1) Istihsan Qiyasi 
adalah mengoreksi hukum qiyas yang dzahir secara 
spontan pada hukum yang berubah. qiyas tersebut adalah 
qiyas yang akhir, lebih detail, dan lebih tersembunyi dari 
yang pertama, tetapi qiyas yang kedua hujjahnya lebih 
kuat, lebih jeli kajiannya dan lebih benar proses 
pengambilan kesimpulannya dan qiyas tersebut juga 
dengan qiyas khafi. Contohnya: seandainya dua orang 
membeli mobil dari dua orang dengan satu akad utang 
pada keduanya, lalu salah seorang dari orang yang 
berutang itu menerima sebagian utang tersebut dan tidak 
berhak untuk mengkhususkan dengan utang tersebut. 
Akan tetapi, juga bagi yang bersama-sama dalam utang 
tersebut hendaknya meminta bagian dari yang dipegang 
komoditas sebab penerimaan oleh salah satu dari yang 
berserikat itu atas harga komoditas bersama merupakan 
jual-beli dengan satu akad. 
2) Istihsan Dharuri 
adalah yang dibedakan dengan hukum qiyas dengan 
memerhatikan pada urgensitas yang diwajibkan atau 
kemaslahatan yang dikehendaki sebagai bentuk penutup 
kebutuhan atau menolak kesulitan. Hal itu terjadi ketika 
hukum yang berdasarkan qiyas mengakibatkan kesulitan 
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atau masalah pada sebagian masalah, lalu saat itu juga di 
koreksi berdasarkan pada Istihsan pada hukum yang lain 
yang menghilangkan kesulitan dan menolak masalah. 
Contoh: seandainya seorang dibayar untuk menjahit 
pakaian dalam jangka waktu satu bulan, orang tersebut 
adalah ajir al-khas. Jika pakaian itu hilang tanpa ia 
sengaja, dia tidak menjamin karena tangannya adalah 
tangan amanah. Akan tetapi, jika seseorang menyewa 
orang lain untuk menjahit pakaian, sedangkan orang 
tersebut menjahit pakaian untuk siapa saj, ia berarti ajir 
al-am. Jika pakain tersebut hilang, ia juga tidak 
menjaminyya karena tangannya juga amanah. Akan 
tetapi, dalam istihsan untuk ajir al-khas tidak menjamin, 
sedangkan ajir al-am menjamin, dengan maksud agar dia 
tidak menerima pekerjaan yang melebihi 
kemampuannya. 
3) Istihsan Sunnah 
adalah mengoreksi hukum qiyas apabila qiyas 
tersebut berbeda dengan yang ditetapkan oleh As-
Sunnah,. Contohnya:kesaksian Khuzaimah. Sungguh, 
Nabi SAW. Telah mengkhususkan Khuzaimah dengan 
menerima kesaksian dia sendirian dan menjadikan 
kesaksian Khuzaimah tersebut layaknya kesaksian dua 
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orang laki-laki. Penerimaan kesaksian Khuzaimah 
mengoreksi qiyas karena qiyas tidak menerima. Menurut 
qiyas, batas pembuktian adalah dua orang laki-laki atau 
seorang laki-laki dengan dua orang perempuan, tetapi 
dikoreksi dari qiyas tersebut karena adanya nash. 
4) Berdasarkan ijma.  
Contohnya: dalam hal industri, qiyas mengharuskan 
tidak boleh menjual barang yang tidak ada tetapi ijma 
menetapkan kebolehannya. 
c. Kehujjahan Istihsan 
Dari definisi istihsan dan penjelasan terhadap kedua 
macamnya jelaslah bahwasanya pada hakikatnya istihsan bukanlah 
sumber hukum yang berdiri sendiri, karena sesungguhnya hukum 
istihsan bentuk yang pertama dari kedua bentuknya berdalilkan 
qiyas yang tersembunyi yang mengalahkan terhadap qiyas yang 
jelas, karena adanya beberapa faktor yang memenangkannya yang 
membuat tenang hati si mujtahid. Itulah segi Istihsan. Sedangkan 
bentuk yang kedua dari Istihsan ialah, bahwa dalilnya adalah 
maslahat, yang menuntut pengecualian kasuistis dari hukum Kulli 
(umum), dan ini juga yang disebstihsan juga. 
Mereka yang menggunakan hujjah Istihsan, mereka ini 
kebenyakan dari kalangan Hanafiyah, maka dalil mereka terhadap 
kehujjahannya ialah: biasanya beristidlal dengan Istihsan 
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merupakan Istidlal dengan dasar qiyas yang nyata, atau ia 
merupakan pentarjihan suatu qiyas atas qiyas yang kontradiksi 
dengannya, dengan adanya dalil yang menuntut pentarjihan ini, 
atau ia merupakan istidlal dengan kemaslahatan mursalah (umum). 
Semuanya ini merupakan istidlal yang shahih.
8
 
d. Perbedaan Ulama tentang Istihsan 
1) Menurut Imam Syafi‟i 
Menurut Imam Syafi‟i Istihsan adalah pendat yang 
tidak bersandarkan kepada keterangan (al-khabar) dari 
salah satu empat dalil syara‟, yaitu Al-Qur‟an, Sunnah, 
Ijma, Qiyas. Apabila seorang mujtahid memfatwakan suatu 
hukum dan hukum itu tidak diambil dari al-khabar itu 
secara lafal dan juga tidak diambil dari logikanyasecara 
qiyas, serta tidak ada ijma‟ pada hukum tersebut, maka 
fatwa itu dinamakan istihsan karena tidak bersandarkan 
kepada al-khabar baik secara langsung kepada nash 
maupun secara Istihsan.
9
 
Menurut Imam Syafi‟i haram bagi seseorang 
berpendapat dengan Istihsan, apabila istihsan itu 
bertentangan dengan al-Khabar. Dan al-khabar yang terdiri 
atas Al-Qur‟an dan Sunnah adalah sesuatu yang berharga 
yang diteliti maknanya oleh mujtahid untuk memperoleh 
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pengertiannya yang benar. Imam Syafi‟i menolak istihsan 
karena ia memandang istihsan itu sebagai cara istinbath 
hukum dengan hawa nafsu dan mencari enak semata 
(talazzuz). 
2) Menurut Imam Malik 
Menurut Imam Malik, Istihsan berarti beramal dengan 
salah satu dari dua dalil yang paling kuat yang 
mengakibatkan ditinggalkannya kehendak suatu dalil 
dengan jalan pengecualian dan dispensasi karena kehendak 
dalil itu bertentangan dengan apa yang ingin dicapainya 
pada beberapa masalah. Dengan demikian menurut Imam 
Malik, berati beramal dengan Ijma‟, atau dengan al-
maslahah al- mursalah, atau dengan ’urf atau dengan 
kaidah raf al-hajr ketika berhadapan dengan dalil umum 
atau qiyas. 
3) Menurut Imam Hanafi 
Menurut Imam Hanaf, Istihsan berarti berpalingnya 
seorang mujtahid dari suatu hukum pada suatu masalah 
kepada hukum yang lain karena ada segi tinjauan yang 
lebih kuat yang menghendaki untuk perpalingan. Dan Imam 
Hanafi membagi 4 macam Istihsan yaitu: istihsan dengan 
nash, dengan Ijma‟, dengan Qiyas Khafi, dan dengan 
Dharurat. Dengan demikian, maka istihsan menurut mereka 
12 
 
 
 
berarti beramal dengan nash, dengan Ijma‟, dengan qiyas 
khafi ,maupun dengan dharurat.
10
 
2. Maslahah Mursalah 
a. Pengertian  
Maslahah Mursalah (kesejahteraan umum) yaitu suatu 
kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara‟ dan tidak pula 
terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau 
meninggalkannya, sedang jika dikerjakan akan mendatangkan 
kebaikan yang besar atau kemaslahatan.
11
 Maslahah mursalah 
disebut juga maslahat yang mutlak. Karena tidak ada dalil yang 
mengakui kesahan atau kebatalannya. Jadi pembentuk hukum 
dengan cara maslahah mursalah semata-mata untuk mewujudkan 
kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat 
dan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi manusia. 
Di antara contoh maslahah ialah usaha Khalifah Abu Bakar 
mengumpulkan Al-Qur‟an yang terkenal dengan Jam‟ul Qur‟an. 
Pengumpulan Al-Qur‟an itu tidak disinggung sedikitpun oleh 
syara‟, tidak ada nash yang memerintahkan dan tidak ada nash 
yang melarangnya. Setelah terjadinya peperangan Yamamah 
banyak penghafal Al-Qur‟an yang mati syahid (kurang lebih 70 
orang)
12
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Segolongan ulama ushul yang setuju dengan maslahah ini 
memberi persyaratan, haeus ada kesesuaian antara maslahat yang 
dianggap sumber independen ini dengan tujuan-tujuan syaar‟i, 
yaitu jika maslahat itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip 
syar‟i, dan bahwa maslahat itu harus berupa sifat yang dapat di 
pahami, yaitu berupa sifat yang mencirikan hukum dan masuk akal 
dan bahwa dengan memilih maslahat ini akan terlepas dari 
kesulitan, sehingga jika tidak dipilih, manusia akan terperangkap 
dalam kesulitan.
13
 
b. Dasar Hukum 
Jumhur ulama berpendapat, bahwa maslahah mursalah itu 
adalah hujjah syariat yang dijadikan dasar pembentukan hukum, 
dan bahwasanya kejadian yang tidak ada hukumnya dalam nash 
dan Ijma Qiyas atau Istihsan di syariatkan padanya hukum yang 
dikehendaki oleh maslahah umum, dan tidaklah berhenti 
pembentukan hukum atas dasar maslahah ini karena adanya saksi 
syari‟ yang mengakuinya14. 
Daliil mereka mengenai hal ini ada dua macam yaitu:  
Pertama, yaitu bahwa maslahah umat manusia itu selalu 
baru dan tidak ada habisnya. Maka seandainya tidak disyariatkan 
hukum mengenai kemaslahatan manusia yang baru dan mengenai 
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sesuatu yang dikehendaki oleh perkembangan mereka, serta 
pembentukan hukum itu hanya berkisar atas maslahah yang diakui 
oleh syari‟saja, maka berarti telah ditinggalkan beberapa 
kemaslahatan ummat manusia pada berbagai zaman dan tempat. 
Kedua, sebenarnya para sahabat, tabi‟in, tabi‟it tabi‟in, dan 
para ulama yang datang sesudahnya telah melaksanakannya, 
sehingga mereka dapat menetapkan hukum sesuai dengan 
kemaslahatan kaum muslimin pada masa itu. Khalifah Umar bin 
Khattab telah menetapkan talak yang telah di jatuhkan tiga kali 
sekaligus jatuh tiga, padahal pada masa rasulullah SAW. hanya 
jatuh satu. Khalifah Utsman bin Affan telah memerintahkan 
penulisan Al-Qur‟an dalam satu mushaf, kemudian di ikuti oleh 
para ulama sesudahnya. 
c. Persyaratan-persyarat Maslahah Mursalah 
Para ulama yang menjadikan hujjah maslahah mursalah 
mereka berhati-hati dalam hal itu, sehingga tidak menjadi pintu 
bagi pembentukan hukum syariat menurut hawa nafsu dan 
keinginan perorangan. Karena itu mereka mensyaratkan dalam 
maslahah mursalah yang dijadikan dasar pembentukan hukum itu 
tiga syarat sebagai berikut: 
1) Berupa maslahah yang sebenarnya, bukan maslahah yang 
bersifat dugaan. Yang dimaksud dengan ini yaitu: agar dapat 
direalisir mendatangkan pembentukan hukum suatu kejadian 
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itu, dan dapat mendatangkan keuntungan atau menolak 
madharat. Adapun dugaan semata bahwa pembentukan hukum 
itu mendatangkan keuntungan-keuntungan tanpa 
mempertimbangkan antara maslahah yang dapat didatangkan 
oleh pembentukan hukum itu, maka ini berarti di dasarkan 
pada maslahah yang bersifat dugaan.  
2) Maslahah yang bersifat umum, bukan yang bersifat 
perseorangan/khusus. Maksudnya yaitu, agar dapat direalisir 
bahwa dalam pembentukan hukum suatu kejadian dapat 
mendatangkan manfaat bagi banyak orang, dan bukan 
memberikan manfaat pada seorang atau kelompok di antara 
mereka. Maka tidak dapat disyariatkan sebuah hukum, karena 
ia hanya memberikan manfaat kepada beberapa orang saja. 
3) Kemaslahatan tersebut harus meyakinkan dalam arti harus ada 
pembahasan dan penelitian yang rasional serta mendalam 
sehingga kita yakin bahwa hal tersebut memberikan manfaat 
atau menolak kemadaratan. 
4) Pelaksanaannya tidak menimbulkan kesulitan yang tidak 
wajar. 
Banyak sekali contoh –contoh penggunaan maslahah 
mursalah terutama dalam melayani dan mengurus masyarakat, 
seperti peraturan lalu lintas, adanya lembaga-lembaga peradilan, 
adanya surat nikah, dan lain sebagainya. 
16 
 
 
 
d. Macam-macam Maslahah Mursalah 
Maslahah dilihat dari segi tingkatannya dibagi menjadi 3 yaitu:
15
 
1) Maslahat Dharuriyat  
adalah maslahat dalam tingkatan ini ialah kemaslahatan 
yang menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi manusia baik 
yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Jika ia luput 
dari kehidupan manusia maka mengakibatkan rusaknya 
tatanan kehidupan ,manusia tersebut. 
2) Maslahat Hajiyat 
yaitu persoalan-persoalan yang dibutuhkan manusia untuk 
menghilangkan kesulitan dan kerusakan yang dihadapi. 
Dengan kata lain, dilihat dari segi kepentingannya, maka 
maslahat ini lebih rendah tingkatannya dari Maslahah 
Dharuriyat. Di antara ketentuan hukum yang disyariatkan 
untuk meringankan dan memudahkan kepentingan manusia 
ialah semua keringanan yang dibawa oleh ajaran Islam, 
misalnya boleh berbuka puasa bagi musafir dan orang sakit, 
dan boleh meng=qashar shalat bagi musafir. Contoh tersebut 
merupakan kemaslahatan yang dibutuhkan manusia. 
Sekiranya tidak diwujudkan dalam kehidupan tidaklah akan 
mengakibatkan kegoncangan dan kerusakan, tetapi akan 
menimbulkan kesulitan. 
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3) Maslahat Tahsiniyat 
Yaitu sifatnya yang memelihara kebagusan dan kebaikan 
budi pekerti serta keindahan saja, sekiranya kemaslahatan ini 
tidak diwujudkan dalam kehidupan tidaklah menimbulkan 
kesulitan dan keguncangan serta rusaknya tatanan kehidupan 
manusia.  Misalnya, memakai pakaian yang indah dan harum 
dalam beribadah.  
Dilihat dari segi eksistensinya, maka maslahat dibagi menjadi 
3 macam yaitu:
16
 
a) Al-Mashalih al-Mu‟tabarah, yaitu yaitu kemaslahatan 
yang terdapat dalam nash yang secara tegas 
menjelaskan dan mengakui keberadaannya, seperti 
menjaga agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta. 
Allah menyariatkan jihad, karena membela agama, 
Allah mensyariatkan qisas karena untuk melindungi 
jiwa, Allah memberikan hukuman had kepada 
peminum khamr karena untuk menjaga akal. 
b) Al-Mashalih al-Mulghah, yaitu maslahat yang 
berlawanan dengan ketentuan nash. Misalnya, 
menyamakan bagian warisan untuk anak laki-laki dan 
anak perempuan. 
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c) Al-Mashalih al-Mursalah, yaitu maslahat yang tidak 
disebutkan oleh nash penolakannya atau pengakuannya. 
Maslahah al-Mursalah menurut Ushukiyin adalah al-
maslahah dalam arti mendatangkan kemaslahatan dan 
menolak kemadharatan. Contohnya: kemaslahatan 
mengkodifikasikan Al-Qur‟an, pembukuan hadist, dll. 
e. Kehujjahan Maslahah Mursalah 
Ulama sepakat bahwa maslahah tidak sah menjadi landasan 
hukum dalam bidang ibadah, karena bidang ibadah harus 
diamalkan sebagaiman adanya diwariskan Rasulullah, dan oleh 
karena itu bidang ibadah tidak berkembang. 
Ulama berbeda pendapat tentang kehujjahan maslahah 
dalam bidang muamallah. Perbedaan tersebut ada golongan yang 
menerimanya sebagai hujjah Syar‟iyah dan ada golongan yang 
menolaknya sebagai hujjah Syar‟iyah. Perbedaan tersebut dibagi 
beberapa macam yaitu sebagai berikut: 
Golongan yang menerima maslahah sebagai hujjah 
Syar‟iyah adalah Madzab Maliki, Madzab Hambali, dan sebagian 
dari kalangan Syafi‟iyyah. Bahwa mereka berdalil kapada: 
1) Bahwa syariat datang untuk melindungi kemaslahatan dan 
menyempurnakannya, menolak bencana dan 
meminimalisasi bahaya. Sesungguhnya hukum-hukum 
19 
 
 
 
syariat itu menjaga kemaslahatan dan kesucian hamba-Nya, 
yaitu sebagai rahmat. 
2) Dalil logika, yaitu kehidupan manusia terus berlanjut dan 
berkembang, yang menuntut adanya kemaslahatan manusia. 
Hal ini, akan terwujud dengan salah satunya menggunakan 
maslahah mursalah. 
3) Dalil praktik sahabat, yaitu para sahabat menggunakan 
maslahah sebagai hujjah syar‟iyah, misalnya para sahabat 
telah mengkodifikasi Al-Qur‟an dalam satu mushaf, dan ini 
dilakukan karena Al-Qur‟an dikhawatirkan bisa hilang. 
Golongan yang menolak, yaitu Madzab Hanafi, Madzab 
Dzahiri, dan sebagian dari kalangan Syafi‟iyah. Mereka beragumen 
sebagai berikut: 
1) As-Syari (Allah SWT) telah mensyariatkan maslahah 
kepada seluruh hamba-Nya. Bila maslahah dijadikan hujjah, 
berarti syariat tidak lengkap. 
2) Membenarkan maslahah mursalah sebagai hujjah k seperti 
ini akan merusak citra asyar‟iyah berarti membuka pintu 
bagi berbagai pihak seperti hakim di pengadilan atau 
penguasa untuk menetapkan hukum menurut seleranya 
dengan alasan untuk memperoleh kemaslahatan. Praktik 
seperti ini akan merusak citra agama.
17
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F. Telaah Pustaka 
Berdasarkan pada pengamatan dan penalaahan penulis, belum 
ditemukan tulisan yang membahas secara mendetail mengenai Strategi 
Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf studi kasus di Pondok Pesantren 
Roudlotuzzahidin Dk. Tegalarum, Kunden, Karanganom,klaten, meskipun 
banyak karya-karya tentang wakaf.  
Yang pertama disertasi oleh Dr. Tiswarni, M. Ag, yang berjudul 
strategi nazhir dalam pengelolaan wakaf, yang membahawas strategi 
pengelolaan wakaf di Badan Wakaf Al-Qur:an (BWA) dan Wakaf Center 
(WATER). 
Kedua mengenai Pelaksanaan Perwakafan tanah milik sesudah 
berlakunya undang-undang nomor 41 tahun 2004 di KUA Kecamatan 
Gantiwarno Kabupaten Klatenoleh Abdurrahman Muhammad Bakri 
mahasiswa IAIN Surakarta tahun 2007 yang membahas tentang 
pelaksanaan perwakafan tanah milik sesudah berlakunya undang-undang 
nomor 41 tahun 2004. 
Ketiga, skripsi dari Dwi Pujiati mahasiswa IAIN surakarta, 
berjudul implementasi Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang 
wakaf pasal 42,43,44,45 dan 46 terhadap pengelolaan wakaf uang di 
LAZIS Miftahul Huda Peduli Umat Boyolali yang membahas tentang cara 
pengelolaan wakaf uang tunai di lazis miftahul huda peduli umat di 
boyolali yang dikaji dengan pasal 42,43,44,45 dan 46 undang-undang 
nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. 
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Keempat skripsi oleh Ahmad Firmansyah mahasiswa Universitas 
Islam Negeri (UIN) Syariif Hidayatullah Jakarta tentang “Hukum 
Perubahan Status Wakaf Studi Kasus di Masjid Al-Istiqomah wa 
Hayatuddin Kelurahan Kebon Melati Kecamatan Tanah Abang Jakarta 
Pusat” yang  membahas tentang perubahan status yaitu memindahkan 
tempat masjid yang awalnya sepi dan terkena proyek pengembangan kota 
sehingga dipindah ketempat yang lebih ramai. 
G. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian  
Jenis penelitian  inimerupakan studi lapangan (field research) dan 
yang didukung dengan studi pustaka (library research) , artinya data 
yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah fakta-fakta di 
lapangan, dan sumber pendukungnya yang berasal dari teks, atau 
buku-buku yang yang memuat segala sesuatu yang berhubungan 
dengan topik pembahasan skripsi ini. 
2. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Roudlotuzzahidin 
Dukuh Tegalarum, Desa Kunden, Kecamatan Karanganom, Kabupaten 
Klaten, Provinsi Jawa Tengah.  
3. Sumber Data  
 Sumber data yang diperlukan oleh penulis dalam penelitian ini 
terbagi menjadi dua kategori, yaitu : 
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a. Sumber data primer 
Yaitu hasil temuan data di lapangan melalui wawancara 
dengan sesepuh dan pengelola yayasan Roudlotuzzahidin 
Dukuh Tegalarum, Desa Kunden, Kecamatan Karanganom, 
Kabupaten Klaten dan buku-buku tentang wakaf. 
b. Sumber data sekunder 
Data sekunder adalah data yang berfungsi sebagai 
pendukung dari masalah dalam penelitian ini.Data ini 
umumnya identik dengan data untuk membangun landasan 
teori.Berdasarkan pengertian tersebut, maka sumber data 
sekunder dalam penelitian ini meliputi data tertulis, berupa 
buku.majalah, arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi,18 
yang berkaitan dengan penelitian ini untuk menjadi referensi 
maupun sumber pelengkap penelitian. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
a. Wawancara  
Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data 
yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang 
diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu 
untuk dijawab pada kesempatan lain.
19
 
Dalam hal ini penulis mengadakan wawancara langsung 
kepada pihak-pihak terkait yaitu pengelola di yayasan 
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 Saifudin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91. 
19
 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah, 
(Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 138. 
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Roudlotuzzahidin Dukuh Tegalarum Desa Kunden Kecamatan 
Karanganom Kabupaten Klaten. 
b. Dokumentasi  
  Sumber data dalam hal dokumentasi yang penulis gunakan 
adalah untuk mencari data mengenai suatu hal yang berupa 
catatan-catatan surat atau agenda-agenda sebagainya. 
  Metode ini digunakan untuk mendapatkan data atau 
melengkapi data yang kurang lengkap dari hasil wawancara. 
5. Metode Analisis Data 
 Metode yang digunakan dalam menganalisis data yaitu dengan 
analisis data kualitatif   Miles dan Huberman dengan 3 tahap yaitu : 
a. Reduksi Data 
Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal 
pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari 
tema dan mencari polanya.
20
 Data yang telah direduksi akan 
memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk 
melakukan pengumpulan data. Temuan yang dipandang asing, 
tidak dikenal, dan tidak memiliki pola, maka hal itulah yang 
dijadikan perhatian karena penelitian kualitatif bertujuan mencari 
pola dan data yang tampak. 
b. Penyajian Data 
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 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik, (Jakarta: Bumi Aksara 2014), 
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Penyajian data digunakan untuk meningkatkan pemahaman kasus 
dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman 
dan analisis sajian data. Data penelitian ini disajikan dalambentuk 
uraian yang didukung dengan matriks jaringan kerja.
21
 Dalam 
penyajian data, penulis telah memaparkan data yang ada 
dilapangan dengan teori-teori yang menjelaskan permasalahan 
data yang ditemukan dilapangan. 
c. Penarikan Kesimpulan dan Verivikasi 
Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab 
fokuspenelitian berdasarkan hasil analisis data.simpulan disajikan 
dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada 
kajian penelitian.
22
 
H. Sistematika Penulisan 
Agar penulisan skripsi ini lebih mudah di pahami maka penulis 
menyusun sistematika sebagai berikut: 
Bab pertama: pada bab ini merupakan pendahuluan yang berfungsi 
sebagai pola dasar dari seluruh bahasan yang ada di dalam skripsi ini yang 
mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian, kerangka teori, metode penelitian, tinjauan pustaka, sitematika 
penulisan. 
Bab kedua, pada bab ini terdiri dari 3 sub yaitu, sub A, sub B, sub 
C. Sub A membahas tentang pengertian wakaf. Pada sub B membahas 
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tentang pengertian nazhir. Dan sub C membahas tentang pandangan 
hukum Islam maupun Positif terhadap perubahan peruntukan.. 
Bab ketiga, berisi dua sub yaitu, sub A dan sub B. Sub A berisi 
tentang data Monografi di desa Kunden. Sub B membahas tentang profil 
dan latar belakang yang menjadi masalah di Pondok Pesantren 
Roudlotuzzahidin. 
Bab keempat, berisi tentang analisis data yang telah dikumpulkan 
di bab I, II, dan III.dan data pokok dalam penelitian ini yaitu dari 
pengamatan yang terjadi di pondok pesantren Roudlotuzzahidin. 
Bab kelima, berisi tentang kesimpulan dan saran. Setelah 
diuaraikan panjang lebar dan terperinci pada bab sebelumnya, langkah 
selanjutnya adalah mengambil kesimpulan dari apa yang telah menjadi 
pokok pembahasan dalam karya ilmiah ini, sedangkan saran diajukan pula 
demi perbaikan dan kesempurnaan penelitian ini. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
A. Wakaf  
1. Pengertian 
Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau 
menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan 
selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan 
guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut 
syari‟ah.23 Pada pasal 215 ayat 1 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) 
wakaf berarti perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau 
badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan 
melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah 
atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam.  
sedangkan dalam Fiqh, Wakaf menurut bahasa berarti berhenti, 
berdiri, berdiam di tempat atau menahan.
24
 Menurut istilah Wakaf 
berarti penahanan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah 
seketika dan untuk penggunaan yang mubah serta dimaksudkan untuk 
mendapatkan keridhaan Allah. 
Namun para ulama berbeda pendapat dalam hal wakaf seperti, 
Imam Syafi‟i dengan Imam Ahmad bin Hambal yang berpendapat 
bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang di wakafkan dari 
kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Sedangkan 
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 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 pasal 1 ayat 1 
24
Suhrawardi K. Lubis, dkk. Wakaf dan Pemberdayaan Umat, (Jakarta: Sinar Grafika, 
2010), hlm. 3 
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Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa wakaf adalah menahan suatu 
benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka 
mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Sementara Imam Malik 
menjelaskan wakaf merupakan tidak melepaskan harta yang di 
wakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah 
wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya 
atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban 
menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali 
wakafnya.
25
 
Dari keseluruhan definisi wakaf yang dikemukakan oleh jumhur 
ulama‟ di atas, tampak secara jelas bahwa wakaf berarti menahan harta 
yang dimiliki untuk di ambil manfaatnya bagi kemaslahatan umat dan 
agama. Akan tetapi, keempat madzab tersebut berbeda pandangan 
tentang apakah kepemilikan terhadap harta yang di wakafkan itu 
terputus dengan sahnya wakaf atau kepemilikan itu dapat di tarik 
kembali oleh wakif.
26
 
2. Dasar Hukum Wakaf 
Berikut ini ada beberapa dasar hukum tentang wakaf yaitu:  
a. Al-Qur’an  
Para ulama menjadikan dalil atau dasar hukum wakaf 
dalam alquran dengan memperhatikan maksud umum dari wakaf 
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kemudian mencocokkan dengan ayat-ayat Al-Qur;an yang ternyata 
ayat tersebut jugamerupakan dasar hukum islam yang lima yang 
berarti harus ditunaikan (wajib hukumnya) sesuai hal dengan yang 
berkaitan dengannya, sementara wakaf bukan salah satu rukun 
islam yang harus di penuhi melainkan suatu kebajikan yang sangat 
perlu untuk di perhatikanuntuk terbantunya para fakir miskin dan 
kepentingan lainnya. 
Oleh karena itu, ayat al-qur”an tentang wakaf telah 
dirumuskan oleh para ulama sebagai berikut 
                 
           
    
 
“Hai  orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian 
dari hasil usahamu yang baik-baik dan dan sebagian dari apa 
yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu 
memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkannya 
daripadanya, bpadahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya 
melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya, dan 
ketahuilah, bahwa allah maha kaya lagi maha terpuji.l
27
 
 
Dari ayat di atas, maksud dari bernafkah adalah berwakaf. 
Peraturan berwakaf disini di sebutkan sebagai berwakaf dijalan 
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allah sebagian hasil usaha. Oleh karena itu, tidak dikehendaki 
mewakafkan seluruh harta yang dimiliki karena juga harus 
memperhatikan ahli waris yang ditinggalkan, kecuali memang 
sama sekali tidak ada lagi keluarga yang ditinggalkan. Dalam hal 
berwakaf inipun perlu diperhatikan, apakah seseorang telah 
mengeluarkan zakat hartanya atau belum. Karena mengeluarkan 
zakat adalah wajib bila telah memenuhi persyaratan untuk itu. 
Dengan pengertian jangan berwakaf yang hukumnya sunnah dan 
meninggakan berzakat yang hukumnya wajib dan tentang ayat ini 
tidak saja sebagai dasar hukum wakaf, tetapi juga sebagai dasar 
hukum zakat.
28
 
Dalam hal berwakaf, dianjurkan agar yang diwakafkan itu 
dari hal yang baik-baik, bukan dari yang jelek-jelek. Kalau seorang 
mewakafkan harta yang tidak di sukainya berarti belum tampak 
keseriusan maksimal dan ini sangat berbeda dengan orang yang 
mewakafkan hartanya yang sangat disukainya. Dalam perjalanan 
kehidupan dianjurkan agar kecintaan terhadap harta di letakkan 
diujung jari (tidak terlalu cinta), sedangkan kecintaan terhadap 
iman diletakkan didalam hati (cinta yang maksimal). Namun dari 
kedua hal tentang berwakaf yaitu dengan harta yang baik maupun 
yang jelek, kalaupun dari hartanya yang jelek tetap lebih bagus dari 
yang tidak mau berwakaf sama sekali dan harta yang diwakafkan 
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itu adalah milik sendiri tanpa merugikan orang lain khusunya ahli 
warisnya. 
b. Hadist  
 
ّضر رمع هثا هع  ةبطخلا هث رمع نا بمٍىع للها
رجيخث بضرا ةبصا   ملسَ ًيلع للها ّلص يجىلا ّتبئف
بٍيف يرمبئتسي   بضرا تجصا ّوا للها لُسر بي : لبقف
تصا مل رجيخث  ًىم ِدىع سفوا طق لابم   ًث ّورمبئت بمف
  لا ًوا رمع بٍث تقدصتف بٍلصا تسجح تئش نا : لبق
تٌُي لاَ عبجي  ثري لاَ  ث قدصتَ ّفَ ءارقفلا ّف بٍ
ةبقرلا ّفَ ّثرقلا   فيضلاَ ليجسلا هثاَ للها ليجس ّفَ
 ريغ معطيَ فرعملا بث بٍىملكأي نا بٍيلَ هم ّلع حبىجلا
لُمتم  )ملسم ياَر( 29 
 
Artinya : 
dari Ibnu Umar ra. Berkata, bahwa sahabat Umar Ra. 
Memperoleh sebidang tanah dي Khaibar kemudian menghadap 
kepada Rasulullah untukm memohon petunjuk Umar berkata : Ya 
Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya 
belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah engkau 
perintahkan kepadaku ? Rasulullah menjawab: Bila kamu suka, 
kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan 
(hasilnya). Kemudian Umar menyedekahkannya kepada orang-
orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan 
tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi  yang 
menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya 
dengan cara yang baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak 
bermaksud menumpuk harta (HR. Muslim)
30
. 
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Umar menyedahkannya dan berwasiat bahwa tanah tersebut 
tidak boleh dijual, dihibahkan dan tidak boleh diwariskan. Umar 
menyalurkan hasil tanah itu bagi orang-orang fakir, membebaskan 
budak, orang-orang yang berjuang dijalan allah. Dan harta wakaf 
tersebut bermanfaat dan membantu umat islam yang membutuhkan 
dan dapat meringankan beban. 
 Di dalam kitab hadist (shahih) Bukhari, soal wakaf di 
masukkan kedalam bab wasiat. Penempatan wakaf di dalam bab wasiat 
tidaklah tepat, karena antara keduanya terdapat perbedaan. Perbedaan 
itu nyata dalam hal-hal berikut: dalam wasiat hak atas benda yang 
diwasiatkan baru akan berpindah setelah orang yang berwasiat itu 
meninggal dunia. Dalam wakaf pemindahan hak itu terjadi seketika 
setelah orang berikrar atau menyatakan kehendaknya untuk 
mewakafkan hartanya. Berbeda dengan wasiat, dalam wakaf barang 
yang diwasiatkan tidak boleh lagi di ganggu gugat lagi oleh orang 
yang mewakafkannya, karena menurut pendapat yang umum, 
pemilikannya telah dikembalikan kepada allah. Yang tinggal hanyalah 
pemanfaatan hasilnya untuk kepentingan umum.
31
 
3. Syarat dan Rukun Wakaf 
a. Syarat-syarat Wakaf 
Untuk sahnya suatu wakaf di perlukan syarat-syarat sebagai 
berikut: 
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1) Wakaf harus dilakukan secara tunai, tanpa di gantungkan 
kepada akan terjadadinya sesuatu peristiwa di masa yang akan 
datang, sebab pernyataan wakif berakibat lepasnya hak milik 
seketika setelah Wakif menyatakan berwakaf. Selain itu 
berwakaf dapat di artikan memindahkan hak milik pada waktu 
terjadi wakaf itu. 
Berbeda halnya dengan wakaf yang di gantungkan kepada kematian 
wakif, maka akan berlaku hukum wasiat, wakaf baru di 
pandang terjadi setelah wakif meninggal dunia dan hanya dapat 
di laksanakan dalam batas sepertiga harta peninggalan. 
Bilamana wasiat wakaf itu ternyata melebihi jumlah sepertiga 
harta peninggalan, kelebihan dari sepertiga itu dapat di 
laksanakan bila mendapat izin dari ahli waris.  
2) Tujuan wakaf harus jelas, maksudnya hendaklah wakaf itu 
disebutkan dengan terang kepada siapa diwakafkan. Apabila 
seseorang mewakfkan harta miliknya tanpa menyebutkan 
tujuan sama sekali, maka wakaf dipandang tidak sah. 
3) Wakaf merupakan hal yang harus di laksanakan tanpa syarat 
boleh khiyar. Artinya tidak boleh membatalkan atau 
melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan sebab pernyataan 
wakaf berlaku tunai dan untuk selamanya 
Selain syarat-syarat umum di atas, menurut hukum 
islam di tentukan pula syarat khusus yang harus di penuhi oleh 
33 
 
 
 
orang yang memberikan wakaf dan harta yang di wakafkan, 
syarat itu adalah: 
a) Ada yang berhak menerima wakaf itu bersifat 
perseorangan 
b) Ada pula yang berhak menerima wakaf bersifat 
kolektif/umum, seperti badan-badan sosial islam.
32
 
b. Rukun Wakaf 
Terwujudnya suatu perbuatan hukum, selalu ditumpukan atas 
terpenuhinya berbagai rukun sebagai faktor penentu yang 
senantiasa di barengi oleh berbagai rukun tertentu sebagai faktor 
penunjang.
33
 
Rukun tersebut sebagai berikut: 
1) Wakif 
Wakif ialah subyek hukum, yakni orang yang 
berbuat. Dalam pasal 1 (2) undang-undang nomor 41 tahun 
2004 menyatakan bahwa wakif ialah pihak yang 
mewakafkan harta benda miliknya.
34
 
Wakif dibagi menjadi 3 macam yaitu: 
a) Perseorangan  
Syarat untuk sebagai wakif perseorangan yaitu: 
(1) Dewasa 
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(2) Berakal sehat 
(3) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum 
(4) Pemilik sah harta benda wakaf 
b) Wakif Organisasi 
Wakif organisasi hanya dapat melakukan wakaf apabila 
memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan 
harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan 
anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. 
c) Wakif Badan Hukum 
Wakif badan hukum hanya dapat melakukan wakaf apabila 
memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan 
harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan 
anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.
35
 
2) Sighat/ Ikrar Wakaf 
Ikrar wakaf merupakan pernyataan kehendak wakif 
yang di ucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir 
untuk mewakafkan harta benda miliknya.
36
 
Wakaf harus dilaksanakan dengan ikrar atau 
pernyataan, tanpa ikrar atau pernyataan hukumnya tidak 
sah. Karenna wakaf merupakan transaksi yang bersifat 
memindahkan hak kepada orang lain seperti halnya jual 
beli, sewa-menyewa dan sebagainya dan ikrar atau 
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pernyataan satu-satunya cara untuk mengetahui tujuan 
seseorang dalam melaksanakan tindakannya.
37
 
Ikrar wakaf di laksanakan oleh Wakif kepada 
Nazhir dihadapan Pejabat Pencatat Akta Ikrar Wakaf 
(PPAIW) dengan disaksikan oleh dua (2) orang saksi. 
Kemudian dinyatakan secara lisan dan atau tulisan serta di 
tuangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. Disebabkan 
karena tujuan wakaf adalah mendekatkan diri kepada Allah 
SWT., maka tentulah wakaf itu harus bersifat untuk 
selamanya, tegas, dan jelas menunjukkan makna kehendak 
wakaf, tidak hanya sekedar janji, dan tidak pula ada unsur 
khiyar dalam wakaf. 
Syarat-syarat lafal wakaf:
38
 
a) Pernyataan wakaf bersifat ta’bid (untuk selama-
lamanya 
b) Pernyataan wakaf bersifat Tanjiz. Artinya, lafal wakaf 
itu jelas menunjukkan l ini berbeda dengan akad hibah 
maupun wasiat terjadinya wakaf dan memunculkan 
akibat hukum wakaf  
c) Pernyataan wakaf bersifat Jazim (tegas)  
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d) Pernyataan wakaf tidak diiringi dengan syarat yang 
batal, yakni syarat yang meniadakan makna wakaf atau 
bertentangan dengan tabiat wakaf. Misalnya: saya 
mewakafkan tanah ini dengan syarat tanah ini tetap 
milik saya. Maka wakaf itu batal/ 
e) Menyebutkan Mauquf Alaih (tujuan Wakaf) secara jelas 
dalam pernyataan wakaf. Agar tujuan pemanfaatan 
wakaf dapat di ketahui secara langsung, wakif harus 
menyatakan dengan jelas tujuan wakafnya secara jelas. 
f) Pernyataan wakaf dinyatakan dengan lafazh sharih( 
jelas), seperti wakaf atau dengan lafazh kinayah 
(sindiran) seperti shadaqah (dengan niat wakaf). 
Pernyataan atau ikrar wakaf adalah tindakan hukum 
yang bersifat deklaratif (sepihak), maka dalam hal ini 
tidak di syaratkan adanya qabul (pernyataan menerima 
wakaf) sehingga akad ini tidak akan batal apabila ada 
penolakan. Hal ini berbeda dengan akad hibah maupun 
wasiat yang menghendaki adanya kabul. 
3) Benda yang di Wakafkan (mauquf) 
Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan syarat 
benda wakaf. Namun mereka sepakat dalam beberapa hal, 
seperti benda wakaf haruslah benda yang boleh di 
manfaatkan menurut syariat, jelas diketahui bendanya dll, 
37 
 
 
 
akan tetapi, mereka berbeda pendapat dalam masalah ta’bid 
(kekalnya) benda, dan beberapa hal dalam masalah shighat 
wakaf.
39
 Berikut ini akan diuraikan pendapat para ulama 
tentang persyaratan benda wakaf, yaitu: 
a) Benda wakaf adalah suatu yang di anggap harta dan 
merupakan mal muttaqawi, benda tidak bergerak 
b) Benda wakaf itu di ketahui dengan jelas keberadaan, 
batasan dan tempatnya. Seperti mewakafkan 1000 
meter tanah yang berbatasan dengan tanah tuan A. Oleh 
karena itu, tidak sah mewakafkan sesuatuyang tidak 
jelas. 
c) Benda wakaf milik sempurna dari wakif. Karena itu, 
tidak sah wakaf terhadap harta yang tidak atau belum 
menjadi sempurna wakif. Misalnya barang yang di beli 
masih berada dalam masa khiyar atau harta wasiat yang 
pemberi wasiatnya masih hidup 
d) Harta wakaf itu harta yang dapat di serah-terimakan. 
Apabila harta itu adalah harta milik bersama yang tidak 
dapat di bagi, seperti rumah, tidak dapat di wakafkan 
oleh seseorang tanpa persetujuan pemilik rumah 
lainnya. 
                                                          
39
Ibid, hlm. 25. 
38 
 
 
 
Benda yang dapat diwakafkan dibagi menjadi 2 macam,
40
 
yaitu: 
1) Benda tidak bergerak. Seperti: 
a) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah 
maupun yang belum terdaftar. 
b) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas 
tanah. 
c) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan 
tanah. 
d) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku 
2) Benda bergerak adalah harta benda yang tidak habis karena 
di konsumsi. Seperti: 
a) Uang 
b) Logam mulia 
c) Surat berharga 
d) Kendaraan 
e) Hak atas kekayaan intelektual 
f) Hak sewa  
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g) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan 
syariah dan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku 
4) Tujuan Wakaf (Mauquf Alaih) 
Sesuai dengan sifat amalan wakaf sebagai salah satu 
ibadah sosial yang di kategorikan sebagai Shadaqah 
Jariyah, maka tentu tujuannya itu sendiri tidak boleh 
bertentangan dengan nilai-nilai ibadah.
41
Dalam rangka 
mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf 
hanya dapat di peruntukkan bagi: 
a) Sarana dan kegiatan ibadah 
b) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan  
c) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim 
piatu, bea siswa\ 
d) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat 
e) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak 
bertentangan dengan syariah dan peraturan 
perundang-undangan 
Syarat- syarat mauquf alaih yaitu sebagai berikut:
42
 
a) Pihak yang diberi wakaf adalah pihak yang berorientasi 
pada kebaikan dan tidak bertujuan untuk maksiat. Asal 
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mula disyariatkannya wakaf adalah menjadi sedekah 
yang diniatkan untuk mendekatkan diri pada Allah. 
b) Sasaran tersebut di arahkan pada aktivitas kebaikan 
yang kontinu. Maksudnya, pihak penerima wakaf tidak 
terputus dalam pengelolaan harta wakaf. Wakaf di 
berikan kepada kaum muslimin atau kelompok tertentu 
yang menurut kebiasaan tidak mungkin mengalami 
keterputusan dalam pemanfaatan harta wakaf. 
c) Peruntukan wakaf tidak dikembalikan pada wakif. 
Dalam arti, wakif tidak mewakafkan hartanya untuk 
dirinya. Pihak penerima wakaf adalah orang yang 
berhak untuk memiliki. 
4. Macam-macam Wakaf 
Wakaf pada prinsipnya dapat di bagi menjadi 2 bagian
43
 yaitu: 
a. Wakaf Khairi 
Wakaf Khairi adalah wakaf yang sejak semula di tujukkan 
untuk kepentingan umum, tidak di khususkan untuk orang-orang 
tertentu. Definisi ini sesuai dengan hadist umar bin khattab tentang 
wakaf. Hadist tersebut menerangkan bahwa wakaf umar tersebut 
untuk kepentingan umum. Meskipun disebutkan juga tujuan untuk 
anak kerabatnya. Oleh karena itu titik tekan agar sanak kerabat 
umar jangan sampai tidak turut serta menikmati hasil harta wakaf 
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dipandang sudah dicakup oleh kata “kepentingan umum”. Hal ini 
karena makna “untuk kepentingan umum” itu sebenarnya sudah 
mencakup siapapun yang termasuk dalam golongan fakir miskin, 
baik itu keluarga umar ataupun bukan sanak kerabatnya. 
b. Wakaf Ahli 
Wakaf ahli atau wakaf keluarga ialah wakaf yang di 
tujukan pada orang-orang tertentuseorang atau lebih, baik keluarga 
wakif atau bukan. Wakaf ahli ini dapat di jumpai pada wakaf 
kepada kyai yang sehari-hari bertugas mengajar santri-santrinya di 
pondok pesantren. Atas dasar kepentingan islam secara umum, 
maka kyai sebagai penaggung jawab memperoleh wakaf kitab-
kitab untuk seseorang yang mampu menggunakannya, kemudian di 
teruskan oleh anak cucunya.
44
 
Wakaf semacam itu dapat di pandang sah, dan yang berhak 
menikmati harta wakaf itu adalah mereka yang telah di tunjuk 
dalam pernyataan wakaf tersebut. Persoalan yang mungkin akan 
timbul adalah apabila anak keturunan wakif tidak ada lagi yang 
menjadi kyai atau tidak ada yang mampu mempergunakan kitab-
kitab wakaf tersebut. 
Bila terjadi hal tersebut, dikembalikan kepada adanya 
syarat bahwa wakaf tidak boleh di batasi dengan waktu tertentu, 
dengan demikian meskipun anak keturunan wakif yang menjadi 
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tujuan wakaf tidak ada yang mampu menjadi kyai atau tidak 
mampu mempergunakan kitab-kitab tersebut, maka harta wakaf 
tersebut tetap menjadi harta wakaf yang di pergunakan oleh 
keluarga wakif yang lebih jauh atau di pergunakan untuk 
kepentingan umum.
45
 
B. Nazhir 
1. Pengertian 
Nazhir adalah kelompok orang atau badan hukum yang di serahi 
tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.
46
Sedangkan dalam 
pasal 1 (4) UU No. 41 tahun 2004 tentang pengelolaan Wakaf, 
menjelaskan bahwa nazhir adalah pihak yang menerima harta benda 
wakaf dari wakif untuk di keloladan di kembangkan sesuai dengan 
peruntukannya. 
Nazhir adalah pemimpin umum dalam wakaf. Karena itu, nazhir 
harus berakhlak mulia, amanah, berkelakuan baik, berpengalaman, 
menguasai ilmu administrasi dan keuangan yang di anggap perlu untuk 
melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan jenis wakaf dan 
tujuannya.
47
 
Kehadiran nazhir sebagai pihak yang di berikan kepercayaan dalam 
pengelolaan harta wakaf sangat lah penting. Walaupun para mujtahid 
tidak menjadikan nazhir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para 
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ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk nazhir wakaf, baik yang 
bersifat perseorangan maupun kelembagaan (badan hukum). 
2. Syarat-syarat Pengangkatan Nazhir 
Mengingat salah satu tujuan wakaf ialaktif, tentu memerlukan 
nazhir yang ang produh menjadikannya sebagai sumber dana yang 
produktif, tentu memerlukan nazhir yang mampu melaksanakan tugas-
tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab. Oleh karena itu 
untuk menjadikan nazhir harus memiliki persyaratan yaitu sebagai 
berikut:
48
 
a. Syarat Moral 
1) Paham tentang hukum wakaf dan ZIS, baik dalam tinjauan 
syari‟ah mapun perundang-undangan yang berlaku 
2) Jujur, amanah dan adil sehingga dapat di percaya dalam 
proses pengelolaan kepada sasaran wakaf 
3) Tahan godaan, terutama menyangkut perkembangan usaha 
4) Pilihan, sungguh-sungguh dan suka tantangan 
5) Punya kecerdasan, baik emosional maupun spritual 
b. Syarat Manajemen 
1) Mempunyai kapasitas yang baik dalam leadership 
2) Visioner 
3) Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial 
dan pemberdayaan 
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4) Profesional dalam bidang pengelolaan harta 
5) Ada masa bakti nazhir 
6) Memiliki program kerja yang jelas 
c. Syarat Bisnis  
1) Mempunyai keinginan 
2) Mempunyai pengalaman dan atau siap untuk di magangkan 
3) Punya ketajaman melihat peluang usaha sebagaimana 
layaknya enterpreneur 
Dari persyaratam yang telah di kemukakandi atas menunjukkan 
bahwa nazhir menempati pada pos yang sangat sentral dalam pola 
pengelolaan harta wakaf. Di tinjau dari segi tugas nazhir, dimana dia 
berkewajiban untuk menjaga, mengembangkan dan melestarikan manfaat 
dari harta yang di wakafkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya, 
jelas bahwa fungsi dan tidak fungsinya suatu wakaf tergantung pada peran 
nazhir.
49
 
Dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf 
dijelaskan bahwa nazhir dibagi menjadi 3 macam yaitu: 
a. Nazhir Perseorangan 
Nazhir perseorangan merupakan suatu kelompok orang 
yang terdiri dari paling sedikit 3 orang.
50
 Yang memiliki syarat, 
1) warga negara indonesia, 2) beragama islam, 3) dewasa, 
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amanah, 4) mampu secara jasmani dan ruhani, 5) tidak 
terhalang melakukan perbuatan hukum.  
Untuk nazhir perseorangan, berdasarkan peraturan 
perwakafan di tunjuk oleh wakif. Ia wajib di daftarkan pada 
menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama (KUA) 
setempat. Kemudian salah seorang nazhir perseorangan 
tersebut harus bertempat tinggal di kecamatan tempat benda 
wakaf berada.
51
: 
b. Nazhir Organisasi 
Nazhir organisasi merupakan organisasi yang bergerak 
dalam bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau 
keagamaan islam. Ia harus memenuhi syarat yaitu: 1) pengurus 
organisasi harus memenuhi persyaratn nazhir perseorangan, 2) 
salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di 
kabupaten/kota letak wakaf berada, 3)  memiliki; a) salinan 
akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar, b) daftar 
susunan pengurus, c) anggaran rumah tangga, d) program kerja 
dalam pengembangan wakaf, e) daftar kekayaan yang terpisah 
dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi, 
f) surat pernyataan bersedia untuk di audit.
52
 
c. Nazhir Badan Hukum 
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Nazhir badan hukum adalah badan hukum Indonesia yang 
dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku dan bergerak di bidang sosial, pendidikan, 
kemasyarakatan, dan/atau keagamaan islam.
53
 Ia harus 
memenuhi persyaratan; 1) pengurus badan hukum harus 
memenuhi persyaratan nazhir perseorangan, 2) salah seorang 
pengurus badan hukum harus berdomisili di kabupaten/kota 
benda wakaf berada, 3) memiliki; a) salinan akta notaris 
tentang pendirian dan anggaran dasar badan hukum yang telah 
di sahkan oleh instansi yang berwenang, b) daftar susunan 
pengurus, c) anggaran rumah tangga, d) program kerja dalam 
pengembangan wakaf, e) daftar terpisah kekayaan yang berasal 
dari harta benda wakaf atau yang merupakan kekayaan badan 
hukum, f) surat pernyataan bersedia untuk di audit
54
 
3. Fungsi dan Tugas Nazhir 
Dengan melihat realitas status dan kedudukan nazhir di dalam 
praktek perwakafan, khusunya wakaf di bidang tanah, terlihat begitu 
penting dalam rangka tetap terjaganya kelestarian harta wakafitu 
sendiri. Ia berfungsi sebagai administrator yang di serahi dan di beri 
amanat untuk mengelola dan memeliharanya. Selain itu, ia juga 
berfungsi sebagai kuasa dari pada harta wakaf ia tidak saja 
berkewajiban menjaga, memelihara, dan mengurusnya, melainkan ia 
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juga sebagai kuasa yang mewakili harta wakaf yang di kelolanya di 
dalam dan di luar hukum.
55
 
Melihat begitu pentingnya fungsi yang di emban oleh nazhir, maka 
status dan kedudukannya itu sendiri oleh politik hukum Agraria 
Nasional yang tertuang dalam sistem perundang-undangan yang 
berlaku, yang semula dalam pandangan fuqaha tidak di 
perhitungkannya sebagai suatu syarat sahnya suatu wakaf, akhirnya 
ditingkatkan status dan kedudukan di tempat yang sebaliknya. Ia di 
naikkan statusnya sebagai suatu syarat yang harus senantiasa 
disertakan dalam pengucapan ikrar wakafnya.
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Sedangkan tugas nazhir menurut Undang-undang Nomor 41 tahun 
2004 tentang wakaf pasal 11 meliputi: 
a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf 
b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai 
dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya 
c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf 
d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia 
Karena beratnya tugas yang diemban oleh seorang nazhir maka 
nazhir berhak menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan 
pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10 
%.
57
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4. Hak dan Kewajiban Nazhir 
Nazhir wakaf, baik yang merupakan kelompok perorangan, 
organisasi maupun yang berbadan hukum merupakan merupakan 
orang yang di beri amanat oleh wakif untuk memelihara, mengurus 
dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan tujuan ikrar. 
Sebagai pemegang amanat tersebut, nazhir tentu mempunyai berbagai 
hak dan kewajibantertentu. Kewajiban adalah menyangkut hal-hal 
yang harus di kerjakan dan di selesaikan demi tercapainya tujuan 
wakaf sebagaimana yang dikehendaki oleh ikrar wakaf. Sedangkan 
hak-haknya itu sendiri menyangkut penghargaan atas jasa atau jerih 
payah dari nazhir yang telah mengelola harta wakaf baik berupa honor 
atau gaji maupun fasilitas harta wakaf yang telah dikelolanya.
58
ada 
beberapa kewajiban nazhir yaitu: 
a. Kewajiban-kewajiban Nazhir yaitu sebagai berikut:59 
1) Pemeliharaan dan Pengurusan 
Kewajiban di maksud adalah suatu kewajiban untuk 
memelihara, mengurus dan mengawasi harta wakaf serta 
hasil-hasilnya. Di dalam melaksanakan kewajiban ini, 
nazhir diwajibkan agar 
a) Menyimpan baik-baik atas lembar kedua dari salinan 
akta ikrar wakafnya. Lembaran ini sangat penting, 
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karena ia adalah merupakan bukti otentik yang akan 
dapat di pergunakan untuk berbagai kepentingan. 
b) Memelihara, mengurus dan memanfaatkan harta wakaf 
serta berusaha meningkatkan produktifitas hasilnya. 
c) Menggunakan hasil-hasil harta wakaf sebagaimana 
mestinya sesuai dengan ikrar dan kehendak wakif. 
2) Laporan Tahunan 
Laporan tahunan ini wajib dilakukan setiap akhir 
bulan desember. Laporan ini berisitentang hasil pencatatan 
keadaan tanah wakaf yang di pelihara dan di kelolanya 
serta penggunaan hasil-hasil wakafnya itu sendiri. Dengan 
kata lain, bahwa laporan tahunan ini merupakan 
rekapitulasi dari pada pembukuan wakaf. 
3) Laporan Insidentil 
Laporan ini sifatnya tidak menentu. Artinya ia wajib 
melaporkannya kepada pihak yang berwenang jika terjadi 
sesuatu yang sifatnya sewaktu-waktu. Laporan di maksud 
adalah yang berhubungan dengan anggota Nazhir. 
Jika suatu saat ternyata ada seorang nazhir yang 
meninggal dunia, mengundurkan diri, melakukan tindak 
pidana kejahatan yang berhubungan dengan jabatannya 
sebagai nazhir, tidak memenuhi syarat lagi dan tidak dapat 
lagi melakukan kewajibannya sebagai nazhir. 
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Maka nazhir yang lainya diwajibkan untuk 
melaporkan perubahan kenazhiran tersebut. Dan apabila hal 
semacam tersebut di atas mengakibatkan berkurangnya 
anggota nazhir sesuai dengan kehendak peraturan 
perundang-undangan yang berlaku (minimal 3 orang) maka 
ia juga mengusulkan penggantinya.  
b. Hak-hak Nazhir 
Sebagai nazhir seorang, organisasi maupun badan hukum 
yang telah bersusah payah menjalankan tugasnya di dalam 
memelihara, mengurus dan mengawasiharta kekayaan wakaf, 
maka nazhir yang bersangkutan boleh dan bahkan berhak untuk 
mendapatkan bagian dan menerima penghasilan yang pantas.
60
 
Dengan di berinya imbalan yang pantas bagi nazhir, maka 
di harapkan pemeliharaan, pengurusan dan penyelenggaraan 
harta wakaf akan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Selain 
itu di harapkan juga bahwa dengan imbalan tersebut dapat di 
hindari adanya penyimpangan terhadap penggunaan harta 
wakaf itu sendiri. 
Selain nazhir berhak menerima imbalan yang pantas 
sebagaimana tersebut di atas, ia juga di dalam menjalankan dan 
menunaikan tugasnya berhak menggunakan fasilitas sepanjang 
di perlukan dari harta wakaf atau hasilnya. Yang jenis dan 
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jumlahnya yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.
61
 
C. Perubahan Status Harta Benda Wakaf 
Tentang perubahan Peruntukan, status dan tujuan wakaf, sangat 
ketat pengaturannya, berdasarkan keadaan darurat dan prinsip maslahat, 
dikalangan para ahli hukum (fikih) islam mazhab lain, perubahan itu dapat 
dilakukan. Ini disandarkan pada pandangan agar manfaat wakaf itu tetap 
terus berlangsung sebagai shadaqah jariyah, tidak mubadzir karena rusak, 
tidak berfungsi lagi dan sebagainya. Dengan perubahan itu, status benda 
itu sebagai harta wakaf pada hakikatnya tidaklah berubah.
62
 
Memberikan pijakan sebagai solusi dalam masalah perubahan 
perwakafan, dan amalan wakaf akan bernilai ibadah jika betul berfungsi 
seperti yang dituju. Oleh karena itu apabila terdapat harta wakaf yang 
berkurang, rusak atau tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya harus 
dicarikan jalan keluar agar dapat berfungsi. Karena dalam fiqh dikenal 
prinsip maslahat, yaitu memelihara maksud syara‟, yakni memberikan 
kemanfaatan dan menghindari hal-hal yang merugikan. Prinsip ini 
setidaknya dapat dijadikan pertimbangan dalam perubahan menukar dan 
menjual harta wakaf untuk mencapai fungsinya sebagaimana dinyatakan 
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wakif.
63
 Banyak perbedaan pendapat dalam penggantian status dan 
penggantian tujuan yaitu sebagai berikut: 
1. Perubahan Status Menurut Hukum Islam 
Dalam hukum islam pada dasarna perubahan status wakaf 
tidak di perbolehkan kecuali wakaf tersebut tidak dapat kembali 
dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakif, maka perubahan itu 
dapat di lakukan terhadap wakaf yang bersangkutan. 
Para ulama/ahli hukum islam memang beragam 
pendapatnya, tentang boleh tidakna melakukan perubahan status 
pada benda wakaf, seperti menjual, merubah bentuk/sifat, 
memindahkan ke tempat lain, atau menukar dengan benda yang 
lain. Perbedaan ulama tersebut sebagai berikut: 
a. Menurut Ulama Hanafiyah 
Menurut Madzab Hanafi, Ibdal (penukaran) dan Istibdal 
(penggantian) boleh dilakukan. Kebijakan ini berpijak dan 
menitik beratkan pada maslahat yang menertai praktik tersebut. 
Menurut mereka, Ibdal boleh dilakukan oleh siapapun, baik 
wakif sendiri, orang lain maupun hakim, tanpa menilik jenis 
barang yang di wakafkan, apakah berupa tanah yang di huni, 
tidak dihuni, bergerak maupun tidak bergerak.
64
 
                                                          
63
Abd. Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, 
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2008), hlm. 57 
64
Ahmad Firmansyah, “Hukum Perubahan Status Wakaf: studi Kasus Masjid Al-Istiqamah wa 
Hayatuddin Kelurahan Kebon Melati Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat”, Skripst, tidak di 
terbitkan, Program Sarjana Hukum islam Universitas Syarif Hidaatullah, Jakarta, 2011, hlm. 49 
53 
 
 
 
Ulama Hanafiyah membolehkan penukaran benda wakaf 
tersebut dalam tiga hal: 
1) Apabila wakif memberi isyarat akan kebolehan menukar 
tersebut ketika mewakafkanna. Contoh, ketika wakif ingin 
berwakaf ia berkata: “Tanahku ini aku wakafkan dengan syarat 
bahwa di kemudian hari aku bisa menggantina dengan barang 
wakaf yang lain, atau berhak untuk menjualnya dan membeli 
barang lain sebagai gantinya. 
2) Apabila benda wakaf itu tidak dapat lagi di pertahankan, 
dengan kata lain benda wakaf sudah tidak mendatangkan 
manfaat sama sekali, maka boleh dijual dan hasilnya dibelikan 
tanah lain yang lebih maslahat, dan penjualan tanah wakaf 
tersebut harus mendapat izin dari hakim lebih dahulu. 
3) Jika kegunaan benda pengganti wakaf itu lebih besar dan lebih 
bermanfaat. 
b. Menurut Ulama Malikiyah  
Dalam hal harta wakaf mengalami berkurang, rusak atau 
tidak dapat memenuhi fungsinya sebagaimana di tuju, harus 
dicarikan jalan bagaimana agar harta wakaf itu berfungsi. 
Apabila untuk itu di tukarkan dengan harta lain, maka justru 
dengan maksud agar amalan wakaf itu dapat terpenuhi, 
seharusnya tidak ada halangan untuk menjual/menukar harta 
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wakaf yang tidak berfungsi tersebut, kemudian di tukarkan 
dengan benda lain yang memenuhi tujuan wakaf. 
Di kalangan ulama Malikiyah sendiri terdapat perbedaan 
pendapat tentang menjual atau memindahkan tanah wakaf. 
Mayoritas ulama Malikiyyah melarang menjual atau 
memindahkan tanah wakaf sekalipun tanah tersebut tidak 
mendatangkan hasil sama sekali . sebagian ulama Malikiyah 
lainnya memperbolehkan menggantikan dengan menukarka 
tanah wakaf yang tidak atau kurang bermanfaat dengan tanah 
lain yang lebih baik.
65
 
c. Menurut Ulama Syafi‟iyah 
Dalam masalah tukar menukar harta wakaf hampir sama 
dengan pendapat Imam Malik, yaitu sangat mencegah dengan 
tukar-menukar harta wakaf. Imam syafi‟i menyatakan tidak 
boleh menjual massjid secara mutlak, meskipun masjid itu 
roboh.
66
 
Tapi golongan Syafi‟i berbeda [endapat tentang harta wakaf 
yang berupa barang tidak bergerak yang tidak memberikan 
manfaat sama sekali. Sebagian menyatakan boleh ditukar agar 
harta wakaf itu ada manfaatnya, sebagian yang lain menolak. 
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d. Meenurut Ulama Hanabilah 
Berpendapat bahwa boleh menjual harta wakaf, kemudian 
diganti dengan harta wakaf yang lain. Pendapat Imam Ahmad 
bin Hambal lebih jelas menyatakan bahwa boleh menjual 
masjid bila masjid itu tidak sesuai lagi dengan tujuan pokok 
perwakafan, seperti:masjid yang sudah tidak dapat menampung 
jamaahnya dan tidak mungkin untuk diperluas, atau sebagian 
roboh dalam keadaan seperti ini masjid boleh dijual, kemudian 
uangnya dipergunakan untuk membangun masjid lain..
67
 
2. Perubahan Status Wakaf Menurut Hukum Positif 
dalam perundang-undangan tentang wakaf di indonesia 
tidak diklasifikasikan jenis benda wakaf yang dapat diubah 
statusnya, sehingga dalam hal ini undang-undang secara mutlak 
membolehkan perubahan status harta benda wakaf apapun jenis 
bendanya. Sebab yang menjadi sorotan bukan bentuk, akan tetapi 
yang terpenting dari wakaf adalah fungsi dan tujuannya.
68
 
Pada dasarnya terhadap benda yang telah di wakafkan tidak 
dapat dilakukan perubahan, baik peruntukan maupun statusnya. 
Dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang 
Perwakafan Tanah Milik Pasal 11 dijelaskan: 
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(1) Pada dasarnya terhadap tanah milik yang telah di wakafkan tidak 
dapat dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan lain dari 
pada yang di maksud dalam ikrar wakaf. 
(2) Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam aat(1) hanya dapat 
dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu 
mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Agama, yakni: 
a. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan 
oleh wakif. 
b. Karena kepentingan umum 
(3) Perubahan status tanah milik yang telah di wakafkan dan 
perubahan penggunaanya sebagai akibat ketentuan tersebut dalam 
ayat (2) harus dilaporkan oleh Nazhir kepada Kepala 
Bupati/walikotamadya, kepala Daerah, Kepala Sub. Direktorat 
Agama setempat untuk mendapatkan penyelesaian lebih lanjut. 
Dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang 
Kompilasi Hukum Islam (Buku III Hukum Perwakafan) pasal 225 
dinyatakan, bahwa benda yang telah diwakafkan tidak dapat 
dilakukan perubahan atau penggunaan lain  dari pada yang 
dimaksud dalam ikrar wakaf. Penyimpangan dan ketentuan 
dimaksud hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah 
terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala 
Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan dari Majlis Ulama 
kecamatan dan camat setempat dengan alasan: 
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a. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan 
oleh wakif 
b. Karena kepentingan umum. 
Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf 
pasal 40 juga mengatur tentang perubahan dan pengalihan harta 
wakaf yang sudah dianggap tidak atau kurang berfungsi 
sebagaimana maksud wakaf itu sendiri. Secara prinsip, harta benda 
wakaf yang sudah diwakafkan dilarang,dijadikan jaminan, disita, 
dihibahkan, dijual, diwariskan,ditukar, atau dialihkan dalam bentuk 
peengalihan hak lainnuya. 
Namun ketentuan tersebut dikecualikan apabila harta benda 
wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan 
umumsesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang 
berlakudan tidak bertentangan syariah dan hanya dapat dilakukan 
setelah memperoleh izin tertulis dari menteri atas persetujuan 
Badan Wakaf Indonesia. Harta benda wakaf yang sudah di ubah 
statusnya karena ketentuan pengecualian tersebut wajib di tukar 
dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-
kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula (Pasal 41). 
Dengan demikian, hukum asal perubahan dan atau pengalihan 
benda wakaf dalam perundang-undangan di Indonesia adalah 
dilarang, akan tetapi selama memenuhi syarat-syarat tertentu dan 
dengan mengajukan alasan-alasan sebagaimana yang telah 
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ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku, perundang-
undangan tetap memberikan peluang dibolehkannya melakukan 
perubahan dan atau pengalihan terhadap harta benda wakaf, meski 
dengan melalui prosedur dan proses yang panjang.
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BAB III 
DESKRIPSI DATA PENELITIAN 
 
A. Deskripsi Wilayah 
1. Keadaan Geografis 
Secara geografis Dukuh Tegalarum merupakan suatu daerah 
yang termasuk dalam wilayah Desa Kunden Kecamatan Karanganom 
Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah.Desa Kunden mempunyai 
luas wilayah 1.661.585 Ha dan terdiri dari 9 RW dan terbagi menjadi 
19 RT.
70
 
Dukuh Tegalarum terletak berbatasan dengan beberapa 
wilayah atau dukuh lainnya, adapun batas-batas wilayah Dukuh 
Tegalarum adalah: 
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Dukuh Jlapan Desa Kunden 
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Dukuh Jetis Desa Kunden. 
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Dukuh Tegalsari Desa 
Kunden. 
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Dukuh Ngentak Desa 
Brangkal.
71
 
Dukuh Tegalarum berada di Desa Kunden, dan untuk batasan 
Desa Kunden berbatasan dengan desa-desa lain, yaitu: 
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a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Glagah Wangi. 
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Blanceran. 
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Troso. 
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Brangkal.72 
Dari luas wilayah yang mencapai 1661585 Ha tersebut, dengan 
perincian untuk tata guna tanah, 1182035 Ha pesawahan/ladang, 
416570 Ha pemukiman/perumahan, 14,9895 Ha berupa jalur hijau, 
jalan, pekuburan, dan lain-lain. (Sumber: Data Monografi Desa 
Kunden, Desember 2016).
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Untuk menuju lokasi ini, dari pusat pemerintahan Ibu Kota 
provinsi Jawa Tengah (Kota Semarang) berjarak 100 Km, dari Ibu 
Kota Kabupaten berjarak 10 Km, sedangkan dari kecamatan 
Karanganom berjarak 2,5 Km.
74
 
2. Kondisi Demografi  
Secara demografis, penduduk Desa Kunden sampai dengan 
Desember tahun 2016 mencapai 3239 jiwa
75
, dari 3239 jiwa orang 
dengan perincian sebagai berikut: 
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Tabel I 
Jumlah Penduduk Desa Kunden Berdasarkan Jenis Kelamin 
No. Jenis Kelamin Jumlah Jiwa 
1. Laki-laki 1651 
2. Perempuan 1588 
Sumber: Data Desa Kunden Tahun 2016 
Komposisi penduduk dengan berdasarkan jenis kelamin di atas 
lebih banyak laki-lakinya dibandingkan dengan perempuan, akan 
tetapi perselisihannya tidak begitu besar, sehingga bisa dikatakan 
seimbang antara laki-laki dengan perempuan. Dari 3239 jiwa 
penduduk Desa Kunden terbagi dalam 1032 Kepala Keluarga (KK).
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Dari 3239 jiwa penduduk Desa Kunden, 302 jiwa diantaranya 
merupakan penduduk di wilayah Dukuh Tegalarum,  dan dari 302 
jiwa orang dengan perincian sebagai berikut:
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Tabel II 
Jumlah Penduduk Dukuh Tegalarum Berdasarkan Jenis Kelamin 
No. Jenis Kelamin Jumlah Jiwa 
1. Laki-laki 153 
2. Perempuan 149 
 
Adapun jumlah penduduk Desa Kunden dengan 
berdasarkan usia terdapat dalam  tabel sebagai berikut:
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Tabel III 
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia 
No. Kelompok Umur Jumlah 
1. 0-4 132 
2. 5-9 137 
3. 10-14 268 
4. 15-19 269 
5. 20-26 460 
6. 27-40 896 
7. 41-56 862 
8. 57 keatas 215 
Jumlah 3239 
Sumber: DataDesa Kunden tahun 2016 
3. Kondisi Ekonomi 
Suatu desa bisa dikatakan baik salah  satunya dapat dilihat dari 
kemajuan perekonomian yang terjadi di desa tersebut. Jika masih 
terdapat masyarakat yang dikatakan  miskin dalam suatu desa, maka 
desa tersebut masih perlu kerja keras agar masyarakatnya tidak 
dikatakan sebagai masyarakat yang miskin, sehingga dengan kerja 
keras tersebut masyarakat suatu desa bisa memenuhi kebutuhan 
masyarakatnya dan menjadi sebuah desa yang baik. 
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Desa Kunden yang penduduknya merupakan mayoritas 
bermata pencaharian sebagai buruh tani, meskipun ada juga penduduk 
yang bermata pencaharian yang lain. Dengan berbagai mata 
pencaharian yang bervariasi ini, masyarakat Desa Kunden  sangat 
terbantu ekonominya untuk menyekolahkan anak-anaknya dan 
lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:
79
 
Tabel IV 
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan 
No. Mata Pencaharian Jumlah 
1. Buruh Tani 362 jiwa 
2. Tani 212 jiwa 
3. Wiraswasta/Pedagang 239 jiwa 
4. Karyawan Swasta 197 jiwa 
5. Pertukangan 62 jiwa 
6. PNS 67 jiwa 
7. ABRI 5 jiwa 
8. Pensiunan 62 jiwa 
9. Pemulung 1 jiwa 
Jumlah 1207 jiwa 
Sumber: Data Desa Kunden 2016 
Seperti disebutkan diatas, bahwa mayoritas penduduk Desa 
Kunden  memiliki sumber kehidupan dari mata pencaharian sebagai 
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petani, baik itu petani penggarap (mengerjakan sawah/ ladang  orang 
lain dengan sewa tanah atau bagi hasil) maupun petani yang 
mengerjakan sawah sendiri. Selain bekerja sebagai petani, penduduk 
Desa Kunden ada yang bekerja sebagai karyawan swasta, 
wiraswasta/pedagang, pertukangan, pemulung, ada juga yang pegawai 
negeri (Sipil/ ABRI). 
4. Kondisi Pendidikan  
Masalah pendidikan di Desa Kunden masih memiliki beberapa 
kendala, diantaranya kendala sarana dan prasarana dalam pendidikan 
yang masih belum memadahi dan beberapa faktor ekonomi sehingga 
tidak bisa untuk mencapai pendidikan yang lebih tinggi. 
Keberadaan sarana pendidikan merupakan salah satu faktor 
yang mendukung dalam mensukseskan program pendidikan yang 
dapat mencerdaskan anak bangsa dan sangat membantu  kemajuan 
masyarakat Desa Kunden dalam pendidikan. Adapun sarana 
pendidikan yang terdapat di Desa Kunden adalah sebagai berikut
80
: 
Tabel V 
Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Kunden 
No. Sarana Pendidikan Jumlah 
1. TK 4 
2. SD/MI 4 
3. SMP/MTs 1 
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4. SMA/MA - 
5. Akademi - 
6. Sarjana - 
Jumlah 9 
Sumber: Data Desa Kunden 2016 
Dari data diatas, sarana pendidikan di Desa Kunden ada 4 
Taman Kanak-kanak yaitu TK BA Kunden I, TK BA Kunden II, TK 
BA Bangsan, TK BA Tegalarum, 4 Sekolah Dasar/ Madrasah 
Ibtidaiyah yaitu SDN Kunden I, SDN Kunden II, SDN Kunden III, MI 
Tegalarum dan 1 SMP/MTs yaitu MTsN Tegalarum. Untuk tempat 
pendidikan tingkat SMA belum memiliki, sehingga masyarakat Desa 
Kunden yang ingin melanjutkan pendidikan tingkat SMA harus keluar 
dari Desa Kunden. 
Masyarakat Desa Kunden sudah mulai menyadari betapa 
pentingnya pendidikan untuk anak-anak mereka, sehingga mereka 
bekerja keras untuk menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang yang 
lebih tinggi. Akan tetapi tidak semua orang tua bisa menyekolahkan 
anak-anak mereka kejenjang yang lebih tinggi., masih ada beberapa 
orang tua yang hanya mampu menyekolahkan anak-anak mereka ke 
jenjang SMP atau SMA. 
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Supaya bisa jelas untuk mengetahui seberapa besar tingkat 
kesadaran masyarakat Desa Kunden terhadap pendidikan dapat dilihat 
dari tabel berikut
81
: 
Tabel VI 
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Terakhir 
No. Jenjang Pendidikan Jumlah 
1. TK 352 jiwa 
2. SD/MI 405 jiwa 
3. SMP/MTS 497 jiwa 
4. SMA/MA 2070 jiwa 
5. Akademik 144 jiwa 
6. Sarjana 67 jiwa 
Jumlah 3535 jiwa 
Sumber: Data Desa Kunden 2016 
5. Kesehatan 
Sarana kesehatan di Desa Kunden belum bisa mencukupi 
kebutuhan masyarakat Desa Kunden untuk masalah kesehatan.Desa 
Kunden memiliki satu sarana kesehatan yaitu Puskesmas. Puskesmas 
yang berada di Desa Kunden sendiri jam bukanya mulai jam 09.00 
WIB sampai jam 12.00 WIB, hal tersebut menyulitkan para penduduk 
apabila mengalami sakit mendadak pada waktu sore atau pun malam 
hari, sehingga masyarakat yang akan berobat dengan terpaksa harus 
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pergi keluar wilayah Desa Kunden untuk memenuhi kebutuhan 
kesehatan mereka.  
6. Kondisi Keagamaan  
Sebagian besar penduduk di wilayah Desa Kunden menganut 
agama Islam.Banyaknya penganut agama Islam ini dapat dilihat 
dengan banyaknya sarana peribadatan, yang hampir disetiap dukuh 
terdapat masjid maupun musholla. Untuk sarana peribadatan yang ada 
di Desa Kunden  yaitu terdapat11 masjid dan 10 musholla yang 
terdapat dalam 13 pedukuhan. Sedangkan untuk gereja, vihara, dan 
pura tidak ada,  Sebagaimana yang terapat dalam tabel berikut82: 
Tabel VII 
Jumlah Tempat Ibadah 
No. Tempat Ibadah Jumlah 
1. Masjid 11 
2. Musholla 10 
3. Gereja - 
4. Vihara - 
5. Pura - 
Jumlah 21 
Sumber: Data Desa Kunden Tahun 2016 
Untuk sarana peribadatan di Dukuh Tegalarum sendiri hanya 
terdapat sebuah masjid saja, hal itu dikarenakan letak masjid yang 
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berada di tengah Dukuh, sehingga memudahkan masyarakat 
DukuhTegalarum yang hendak pergi kemasjid. 
Penduduk Desa Kunden berjumlah 3239  jiwa, yang hampir 
semuanya memeluk agama Islam yaitu sekitar 3235 jiwa, dan yang 
menganut agama Kristen sebanyak 4 orang sedangkan untuk yang 
beragama Katholik, Hindu, Budha tidak ada pemeluknya. Untuk lebih 
jelasnya dapat dilihat dalam table berikut ini
83
: 
Tabel VIII 
Banyaknya Pemeluk Agama 
No. Uraian Jumlah 
1. Islam 3235 
2. Kristen 4 
3. Katholik - 
4. Hindu - 
5. Budha - 
Jumlah 3239 
Sumber: Data Desa Kunden 2016 
Sedangkan di Dukuh Tegalarum semua penduduk adalah 
pemeluk agama Islam.Hal ini di karenakan lingkungan Dukuh 
Tegalarum yang dahulunyaadanyaPondok Pesantren. sehingga semua 
masyarakat Dukuh Tegalarum beragama Islam,  banyak kegiatan-
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kegiatan keagamaan di Dukuh Tegalarum, mulai dari anak-anak, 
remaja, hingga orang tua. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain: 
a. Jamaah Solawatan Bapak-bapak 
Kegiatan ini diadakan rutin setiap hari selasa atau malam 
rabu, sehingga masyarakat menyebutnya dengan kumpulan 
solatan. Kegiatan ini dimulai sesudah waktu maghrib dan 
anggotanya pun hanya khusus bapak-bapak. Untuk tempatnya, 
dilaksanakan secara bergantian dari rumah kerumah  anggota. 
Kegiatan yang dilakukan dalam kumpulan solatan tersebut adalah 
melaksanakan shalat tasbih, shalat taubat, kemudian dilanjutkan 
dengan membaca sholawat dan dzikir bersama. 
b. Jamaah Muqaddaman 
Kegiatan ini dilaksanakan rutin setiap hari kamis malam 
atau masyarakat biasa menyebutnya dengan malam 
jumat.Kegiatan perkumpulan muqqaddam atau masyarakat biasa 
menyebutnya dengan kumpulan Qur’an-an, dalam kegiatan ini di 
ikuti oleh Bapak-bapak dan para pemuda Dukuh 
Tegalarum.Kegiatan ini dimulai setelah waktu shalat Isya‟ dan 
untuk tempatnya bergantian dari rumah kerumah anggota. 
Rangkaian kegiatannya adalah pembacaan Al-Qur‟an 30 juz yang 
setiap orang membaca 1 juz dan dilakukan secara bersama-sama, 
kemudian setelahpembacaan Al-Qur‟an selesai dilanjutkan dengan 
dzikir tahlil dan doa khotmil Qur’an. 
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c. Jamaah Yasin 
Kegiatan ini rutin dilaksanakan pada kamis malam atau 
malam jum‟at yang dimulai setelah jama‟ah sholat maghrib. Untuk 
tempatnya dilaksanakan secara bergantian dari rumah ke rumah 
anggota jamaah yasin. Dan anggotanya hanyalah bapak-bapak 
saja. Rangkaian acaranya yaitu pembacaan surat yasin dan dzikir 
tahlil.  
d. Jamaah Sholawat Al-Barzanji Ibu-ibu 
Kegiatan ini rutin diadakan setiap ahad malam, kegiatan ini 
dimulai setelah shalat maghrib. Anggotanya terdiri dari Ibu-ibu 
rumah tangga hingga lansia, untuk  tempatnya dilaksanakan dari 
rumah ke rumah anggota secara urut bergiliran. Kegiatan ini di isi 
dengan pembacaan maulid sholawat Al-Barzanji dzikir tahlil dan 
shalat isya‟ berjamaah. 
e. Jamaah Sholawat Al-Barzanji Putra 
Kegiatan sholawat Al-Barzanji putra ini di ikuti oleh anak-
anak dan remaja putra Dukuh Tegalarum.Dalam kegiatan ini di isi 
dengan pembacaan maulid Al-Barzanji.Kegiatan ini rutin diadakan 
setiap sabtu malam, untuk tempatnya bergiliran dari rumah ke 
rumah anggota.Kegiatan ini diadakan bertujuan untuk memberikan 
kegiatan positif kepada para remaja di malam minggu, sehingga 
para remaja memiliki kegiatan di malam minggu yang biasa di 
identikan dengan malam hura-hura. 
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f. Jamaah Sholawat Al-Barzanji Putri 
Kegiatan sholawat Al-Barzanji putri ini sama dengan 
kegiatan jamaah sholawat Al-Barzanji putra, hanya saja kegiatan 
ini di ikuti oleh anak-anak dan remaja putri. Dalam kegiatan ini 
juga di isi dengan pembacaan maulid Al-Barzanji, dan kegiatan ini 
rutin diadakan setiam kamis malam.Untuk tempatnya bergiliran 
dari rumah ke rumah anggota. 
g. Pengajian Kitab Kuning 
Kegiatan pengajian kitab kuning ini diadakan setiap malam 
senin, selasa dan malam rabu, dilaksanakan setelah shalat isya. 
Kegiatan ini diikuti oleh pemuda dan pemudi Dukuh Tegalarum 
tetapi untuk masyarakat dari luar dukuh pun boleh mengikuti. 
Kegiatan ini bertujuan untuk menambah ilmu pengetahuan 
khususnya pengetahuan ajaran islam dengan menelaah kitab-kitab 
yang ditulis oleh para ulama‟ zaman dahulu. 
h. Tahfidz Al-Qur‟an 
Kegiatan ini juga diadakan seminggudua kali, tepatnya 
pada ahad pagi dilaksanakan setelah jama‟ah shalat subuh dan 
malam rabu dilaksanakan setelah jama‟ah shalat isya‟. Kegiatan 
ini diadakan untuk memberi wadah kepada masyarakat Dukuh 
Tegalarum yang menghafal al-qur‟an dan disimak oleh ibu-ibu. 
72 
 
 
 
Untuk tempatnya dilaksanakan dirumah penghafal al-qur‟an 
tersebut.
84
 
7. Sosial Budaya 
Sebagai masyarakat pedesaan, Desa Kunden masih tergolong 
masyarakat paguyuban, yang masih memegang teguh kerukunan, nilai-
nilai kebersamaan, kekeluargaan dan gotong royong. Hal ini 
merupakan ciri sangat menonjol dalam setiap interaksi sosial 
kemasyarakatan.Terbukti mereka bersama-sama melakukan pekerjaan 
demi kepentingan umum, misalnya perbaikan jalan, pembangunan 
masjid, pembuatan jembatan dan lain-lain.Mereka juga bersama-sama 
dalam melakukan pekerjaan yang bersifat pribadi, misalnya 
pembangunan rumah, resepsi, bahkan apabila terjadi musibah 
kematian mereka datang walau tanpa diundang. 
Gotong royong yang dilakukan masyarakat di Desa Kunden 
merupakan salah satu bentuk solidaritas, khas masyarakat pedesaan 
yang masih bersifat tradisional. Masyarakat ini terkait satu samalain 
berdasarkan hubungan sosial yaitu ikatan kekeluargaan, dekatnya letak 
geografis serta berdasarkan iman kepercayaan. 
Meski mayoritas masyarakat di Desa Kunden beragama Islam 
mereka juga selalu melestarikan tradisi dan kebudayaan.Tadisi-tradisi 
kebudayaan yang terjadi di Desa Kunden tersebut tidak lepas dari 
pengaruh antara kebudayaan jawa dan agama. 
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Di Dukuh Tegalarum, warga masyarakat juga selalu melestarikan 
dan melaksanakan berbagai tradisi. Dimana tradisi-tradisi tersebut 
mempunyai peran penting dalam menjaga jalinan hubungan 
kekeluargaan antar masyarakat. Adapun tradisi-tradisi yang masih 
lestari di Dukuh Tegalarum  sebagai berikut: 
a. Tradisi  “slametan” sebuah tradisi yang diadakan pada hari ke tiga, 
tujuh, empat puluh, seratus, satu tahun (istilah jawanya pendak 
pisan), dua tahun (istilah jawanya pendak pindo), seribu hari 
(istilah jawanya nyewu) setelah kematian seseorang yang biasanya 
diadakan doa bersama yang ditujukan kepada orang yang mati 
tersebut. Dalam tradisi tersebut biasanya diisi dengan mambaca 
dzikir tahlil dan doa bersama-sama yang di pimpin oleh sesepuh. 
b. Tradisi “pager desa”, tradisi ini dilaksanakan pada malam satu 
Muharram atau dalam bulan jawa disebut malam satu Sura.Acara 
ini dilaksanakan sekitar pukul 23.00 WIB dan hanya dilakukan oleh 
para laki-laki Dukuh Tegalarum.Acara ini di mulai dengan shalat 
hajat dan shalat tasbih di masjid secara berjamaah dan dilanjutkan 
dengan mengelilingi kampung satu kali dengan membaca basmalah 
seribu kali.Setelah selesai mengelilingi kampung kemudian 
rombongan kembali lagi ke masjid dan dilanjutkan dengan 
membaca dzikir tahlil bersama-sama.Acara ini adalah tradisi turun-
temurun dari nenek moyang, dan tradisi ini bertujuan untuk 
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menghindarkan Dukuh Tegalarum dari segala bencana dan bahaya 
serta menolak bala. 
c. Tradisi “sadranan”, tradisi ini dilaksanakan setahun sekali tepatnya 
pada saat menjelang datangnya bulan ramadhan.Acara ini bertujuan 
untuk mendoakan para arwah leluhur, sehingga pada saat tradisi 
tersebut banyak kerabat-kerabat dari jauh yang datang untuk 
berziarah kemakam para leluhur masing-masing.Puncak tradisi ini 
ditutup dengan pembacaan  dzikir tahlil bersama-sama di masjid. 
Dalam acara dzikir tahlil tersebut tidak hanya di ikuti oleh 
masyarakat Dukuh Tegalarum saja, banyak juga warga sekitar yang 
datang ke masjid untuk mengikuti tradisi tersebut. 
d. Tradisi “mauludan”, tradisi ini dilaksanakan setahun sekali 
tepatnya pada bulan maulid atau rabi‟ul awal. Tradisi ini adalah 
peringatan lahirnya Nabi Muhammad saw. sebagai Nabi dari umat 
Islam. Acara dalam tradisi ini adalah pembacaan maulid al-
Barzanji yang di ikuti oleh warga masyarakat Dukuh Tegalarum 
dan sekitarnya.Tradisi ini dilakukan oleh 4 dukuh yaitu Dukuh 
Tegalarum, Jlapan, Tegal Kragilan, dan Brangkal.Dalam 
pelaksanaan tradisi ini dilakukan secara bergiliran di masjid-masjid 
setiap dukuh selama 4 hari, dimulai dari Masjid Roudlotuzzahiddin 
Tegalarum, Masjid Al-Amin Jlapan, Masjid Al-Huda Tegal 
Kragilan dan yang terakhir di Masjid Al-Ikhlas Brangkal 
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e. Tradisi “bayen/ sepasaran”, tradisi ini adalah syukuran atas 
kelahiran seorang bayi.Dalam tradisi ini adalah tradisi pemotongan 
rambut dari bayi serta pembacaan maulid Al-Barzanji. Tradisi ini 
adalah sekaligus pemberian nama dari bayi tersebut.
85
 
B. Pengelolaan Wakaf di Pondok Pesantren Roudlotuzzahidin 
1. Profil Pondok Pesantren Roudlotuzzahidin 
Pondok Pesantren Roudlotuzzahidin termasuk dalam yayasan 
Roudlotuzzahidin yang terdiri dari Madrasah Ibtidaiyyah 
Roudlotuzzahidin, Pondok Pesantren Roudlotuzzahidin dan Taman 
Kanak-kanak (TK) Bustanul Atfal (BA) Roudlotuzzahidin. Pondok 
Pesantren Roudlotuzzahidin berdiri pada tahun 1992, didirikan oleh 
Bapak Mahdi Salam dan Bapak Maesuri. Tujuan didirikannya pondok 
pesantren ini untuk mengajarkan ilmu-ilmu agama islam bukan saja 
ilmu agama islam saja, namun juga ilmu pengetahuan umum.
86
 
Pada mulanya Pondok Pesantren berjalan sesuai dengan tujuan 
yaitu dengan membangun tempat sebagai pondok pesantren yang 
dijadikan oleh para santri untuk mencari ilmu agama dan ilmu 
pengetahuan umum, namun pada tahun 2004an Pondok Pesantren 
Roudlotuzzahidin tidak lagi di gunakan sebagai tempat belajar bagi 
para santri karena tidak adanya minat untuk belajar ilmu agama di 
pondok pesantren Roudlotuzzahidin.
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Pondok Pesantren Roudlotuzzahidin memiliki dua gedung secara 
terpisah yang digunakan para santri untuk melakukan kegiatan belajar. 
Pada awalnya semua bangunan tersebut digunakan selayaknya pondok 
pesantren. karena tidak adanya minat dari orang-orang untuk mondok, 
maka bangunan tersebut tidak terpakai lagi untuk kegiatan belajar. 
Pada tahun 2009 para sesepuh dan perangkat dukuh merenovasi 
bangunan pondok yang ada didepan masjid untuk digunakan sebagai 
gedung aula yang digunakan sebagai tempat rapat, pertemuan 
masyarakat dukuh tegalarum, dan kegiatan-kegiatan lain. Namun pada 
tahun 2013, oleh para pengurus Madrasah Ibtidaiyyah (MI) 
Roudlotuzzahidin dengan persetujuan para sesepuh dan perangkat 
dukuh merenovasi ulang yang digunakan sebagai ruang kelas, karena 
gedung utama Madrasah Ibtidaiyyah tidak mencukupi untuk 
menampung para siswa dan siswi dan berjalan sampai sekarang. Untuk 
bangunan pondok yang satunya, yang terdapat ditengah-dukuh, dari 
tidak digunakan lagi sebagai tempat mondok sampai sekarang tidak 
dilakukan renovasi dan hanya dibersihkan saja dan hanya digunakan 
sebagai tempat menginap bagi tamu yang datang dari jauh dan kadang 
digunakan sebagai tempat pertemuan, rapat bagi masyarakat dukuh 
Tegalarum.
88
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2. Strategi Nazhir dalam pengelolaan Tanah Wakaf di Pondok 
Pesantren Roudlotuzzahidin 
Strategi atau upaya yang dilakukan oleh nazhir dalam pengelolaan 
terhadap harta benda wakaf yang sudah tidak digunakan lagi sebagai 
pondok pesantren yaitu melakukan perubahanterhadap peruntukannya 
dengan tidak mengganti substansi wakafnya.  
Ada beberapaa upaya yang dilakukan nazhir untuk merubah 
peruntukkannya seperti: merenovasi ulang yang digunakan sebagai 
aula untuk tempat rapat dan tempat pertemuan masyarakat Dukuh 
Tegalarum, namun dengan bertambahnya siswa/siswi di Madrasah 
Ibtidaiyyah (MI) Roudlotuzzahidin dan tempat untuk belajar tidak 
memadai sehingga oleh  Nazhir dirubah menjadi ruang kelas 
3. Faktor Penyebab Berhentinya Pondok Pesantren Roudlotuzzahidn 
Berikut ini adalah faktor yang menyebabkan berhentinya belajar-mengajar di 
Pondok Pesantren Roudlotuzzahidin:
89
 
a. Tidak adanya minat untuk mondok 
Tidak adanya minat untuk “nyantri” di pondok pesantren 
Roudlotuzzahidin adalah faktor utama yang menjadikan 
berhentinya kegiatan belajar-mengajar di pondok pesantren 
Roudlotuzzahidin 
b. Jarak antara pondok dan sekolah jauh 
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Pada saat itu yang “mondok” di pondok pesantren 
roudlotuzzahidin bersekolah di Madrasah Aliyah (MA) Al-
Muttaqien Pancasila sakti (ALPANSA) yang terletak di Dukuh 
Sumberejo wangi, yang terletak sekitar 5 KM dan dilakukan 
dengan berjalan kaki karena pada saat itu tidak ada angkutan 
umum yang mengantarkan pergi sampai sekolah dan masih jarang 
yang memiliki sepeda motor. 
Dengan adanya pondok pesantren memiliki banyak pengaruh 
ajaran agama islam kepada masyarakat Dukuh Tegalarum bahkan 
sampai di luar dukuh yang ikut merasakan manfaat dari adanya 
pondok pesantren tersebut. Kiai-kiai sepuh memberikan andil besar 
terhadap melestarikan budaya islam yang ditinggalkan oleh para 
leluhur dan menjadi rujukan jika ada permasalahan terkait ajaran 
agama islam. 
Meskipun pondok Pesantren Roudlotuzzahidin sudah tidak ada 
lagi, namun kontribusi para sesepuh dan para kyai di Dukuh 
Tegalarum masih dibutuhkan peranya dengan ilmu-ilmunya untuk 
tetap mengajarkan kepada masyarakat, khususnya masyarakat di 
dukuh Tegalarum dan sekitarnya..  
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BAB IV 
ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini akan mengenalisis tentang strategi Nazhir dalam mengelola 
tanah wakaf dengan merubah peruntukan dari Pondok Pesantren menjadi 
ruang kelas, yang menggunakan teori Hukum Islam dan Hukum Positif 
A. Strategi Nazhir dalam Mengelola Tanah Wakaf yang Sudah tidak Sesuai 
dengan Ikrar Wakif di Pondok Pesantren Roudlotuzzahidin 
Ada  beberapa strategi nazhir yaitu: 
1. Pemanfaatan Ulang terhadap Harta benda wakaf 
Permasalahan akan timbul jika harta benda wakaf sudah tidak 
digunakan sesuai dengan tujuan wakaf. Apalagi harta benda tersebut 
sudah rusak, maka membutuhkan dana yang cukup untuk memperbaiki 
harta benda tersebut agar dapat digunakan kembali. 
Terhadap harta benda wakaf yang sudah tidak digunakan lagi maka 
nazhir dapat melakukan perubahan peruntukan, seperti halnya, yang 
dilakukan oleh Nazhir Pondok Pesantren Roudlotuzzahidin yang 
melakukan perubahan peruntukan, yang awalnya digunakan sebagai 
Pondok Pesantren dan saat ini digunakan sebagai ruang kelas. Apabila 
tidak dilakukannya perubahan peruntukan maka harta benda wakaf 
tersebut di khawatirkan akan terbengkalai dan rusak, 
dengandilakukannyaperubahan peruntukan tersebut diharapkan dapat 
memberi manfaat bagi orang banyak.  
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2. Pengelolaan dan pengembangan terhadap harta benda wakaf 
Pada pasal 43 undang-undang Nomor 41 tahun 2004 Pengelolaan 
dan pengembangan terhadap harta benda wakaf oleh nazhir dilakukan 
sesuai dengan prinsip Syari”ah dan dilakukan secara produktif 
Namun, masalah terjadi jika harta benda wakaf tersebut sudah 
tidak lagi digunakan sesuai dengan tujuan wakaf, maka nazhir dapat 
melakukan perubahan peruntukannya dengan maksud untuk tetap 
memberikan manfaat harta benda wakaf kepada orang banyak. 
Wujud dari pengembangan oleh nazhir setelah melakukan 
perubahan peruntukan yaitu karna semakin banyaknya siswa/siswi 
baru maka Nazhir menambah fasilitas dan perlengkapan belajar bagi 
siswa/siswi Madrasah Ibtidaiyyah (MI) Roudlotuzzahidin. 
Melakukan perubahan peruntukan, termasuk upaya dari Nazhir 
Pondok Pesantren Roudlotuzzahidin untuk menjaga, merawat, 
mengawasi serta mengembangkan harta benda wakaf. 
Harta benda tersebut dapat dikembangkan, maka nazhir dapat 
melakukan dengan cara: 
a)  membuat struktur organisasi baru yaang diharapkan dapat 
mengembangkan harta benda wakaf tersebut 
b) Melakukan kerja sama kepada pihak luar. Guna untuk 
meminta bantuan terhadap pengawasan dan perencanaan 
pengembangan terhadap harta benda wakaf 
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c) Mengumumkan kepada orang banyak terutama masyarakat 
terdekat terhadap harta benda wakaf dan mendaftarkan 
kepada Pejabat Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) agar 
mendapatkan perlindungan huku 
Nazhir berwenang melakukan hal-hal yang mendatangkan 
kebaikan atas manfaat dari adanya harta benda wakaf dan mewujudkan 
syarat-syarat yang mungkin telah ditetapkan wakif sebelumnya. Kemudian 
juga memegang amanat untuk memelihara dan menyelenggarakan harta 
benda wakaf sesuai dengan tujuan perwakafan tersebut 
B. Perubahan Peruntukan Menurut Hukum Islam 
Wakaf merupakan suatu amal jariyah yang pahalanya akan terus 
mengalir kepada wakif. Oleh sebab itu, nazhir harus mengelola dan 
mengembangkan harta wakaf meski sudah tidak sesuai dengan ikrar 
wakaf. Cara untuk melakukan pemanfaatan ulang terhadap benda wakaf 
yang sudah tidak lagi sesuai dengan ikrar wakaf yaitu melakukan 
perubahan status terhadap manfaat dan kegunaan harta wakaf.  
Perubahan peruntukan wakaf menurut hukum islam tidak 
diperbolehkan, kecuali wakaf tersebut tidak dapat kembali di manfaatkan 
sesuai dengan tujuan wakaf dan dirubah statusnya agar dapat dimanfaatkan 
kembali. 
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Ada beberapa pendapat menurut imam madzab tentang perubahan 
status wakaf yaitu: Imam Malik dan Imam Syafi‟i yang lebih menekankan 
pentingnya keabadian benda wakaf, meskipun telah rusak sekalipun. 
Pendapat-pendapat tersebut seperti golongan malikiyah berpendapat tidak 
boleh menukar harta wakaf yang terdiri dari benda tak bergerak, walaupun 
benda itu akan rusak atau tidak menghasilkan sesuatu. Tapi ada sebagian 
yang berpendapat boleh asal diganti dengan benda tidak bergerak lainnya, 
jika dirasakan bahwa benda itu sudah tidak bermanfaat lagi. Sedangkan 
untuk benda bergerak golongan Malikiyah membolehkan, sebab dengan 
adanya penukaran maka benda wakaf itu tidak akan sia-sia.
90
 NamunImam 
Syafi‟i sendiri dalam tukar mennukar harta wakaf hampir sama dengan 
pendapatnya imam Malik, yaitu sangatv mencegah adanya tukar menukar 
harta wakaf.  
Sedangkan menurut Imam Hanafi dan Imam Hambal, 
membolehkan menukar atau menjual harta wakaf yang sudah tidak 
memiliki nilai manfaat. 
91
 pendapat kedua Imam tersebut cukup luwes 
yang memberikan peluan terhadap pemahaman baru, bahwa wakaf itu 
harusnya lebih tepat disandarkan pada aspek kemanfaatanya untuk 
kemaslahatan umum dibandingkan hanya menjaga benda-benda tersebut 
tanpa memiliki kemanfaatan lebih nyata. 
                                                          
90
 Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat 
Islam dan Penyelenggaraan Haji, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, (Jakarta, 2005), hlm. 67. 
91
Ibid, hlm. 68. 
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Pendapat yang mengatakan bahwa benda-benda wakaf tidak boleh 
dirubah jika tidak sesuai dengan tujuan ikrar wakif tanpa sentuhan 
pengelolaan dan pengembangan yang lebih bermanfaat semakin kurang 
relevan dengan kondisi saat ini. Yaitu sebuah kondisi dimana segala 
sesuatu akan bisa memberikan manfaat apabila dikelola lebih baik. Namun 
karena adanya pengecualian untuk melakukan perubahan terhadap harta 
benda wakaf jika saja sudah tidak bermanfaat lagi sesuai dengan tujuan 
wakaf dan oleh pengelola bisa melakukan perubahan serta pengembangan 
sehingga harta benda wakaf dapat memberikan manfaat pada orang 
banyak. 
Oleh dasar tersebut, nazhir melakukan perubahan terhadap salah 
satu bangunan Pondok Pesantren yang sudah tidak dipakai lagi sebagai 
pondok pesantren dan bangunan pondok tersebut digunakan sebagai ruang 
kelas tempat belajar bagi siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyyah 
Roudlotuzzahidin. 
C. Perubahan Peruntukan Menurut Undang-Undang 
Perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan wakaf di 
Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, di 
Kompilasi Hukum Islam dan PP. No. 28 tahun 1977TentangWakaf Tanah 
Milik. dalam permasalah perubahan status sama-sama diperbolehkannya 
melakukan perubahan status jika harta benda wakaf dan tidak berfungsi 
lagi sesuai dengan tujuan, dan dengan dilakukannya perubahan status 
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dimaksudkan untuk memanfaatkan kembali harta benda wakaf agar 
memberikan kontribusi bagi orang banyak. Untuk melakukan perubahan 
peruntukan wakaf harus mendapat izin dari menteri melalui Badan Wakaf. 
Pada dasarnya perubahan peruntukan dan status tanah wakaf itu 
tidak diperbolehkan, kecuali apabila tanah wakaf tersebut tidak lagi 
dimanfaatkan sesuai tujuan wakaf, maka terhadap tanah wakaf yang 
bersangkutan dapat diadakan perubahan baik peruntukannya maupun 
statusnya.
92
 Pada pasal 40 Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang 
pengelolaan wakaf yaitu benda yang sudah diwakafkan dilarang:  
a. Dijadikan jaminan  
b. Disita 
c. Dihibahkan  
d. Dijual 
e. Diwariskan  
f. Ditukar, atau 
g. Dirubah dalam bentuk pengalihan hak lainnya. 
Namun dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah 
diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana 
umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah dan hanya 
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 Abd. Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, 
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 387. 
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dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari menteri atas 
persetujuan Badan Wakaf Indonesia. 
Dalam kasus pengalihan peruntukan dari pondok pesantren 
menjadi ruang kelas tidak menyalahi aturan hukum islam dan perundang-
undangan tentang wakaf di Idonesia. Terbukti hanya mengganti fungsi dan 
peruntukan kebentuk yang baru. Karena fungsi dan peruntukan yang lama 
masih status harta wakaf hanya saja tujuan dan fungsinya dirubah supaya 
lebih bermanfaat dan berguna bagi orang banyak serta memberikan pahala 
bagi wakif dan pengelolanya yang semula fungsinya sebagai pondok 
pesantren menjadi ruang kelas yang lebih bermanfaat. 
Bangunan pondok Pesantren yang telah dirubah peruntukanya 
untukruang kelas lebih bermanfaat dengan tidak dijual atau ditukar yang 
tidak diperbolehkan oleh hukum islam dan undang-undang wakaf 
perwakafan nomor 41 tahun 2004, pasal 40 dan Peraturan Pemerintah 
Nomor 42 tahun 2006 tentang pelasanaan undang-undang nomor 41 tahun 
2004 yang sudah diterangkan diatas hanya mengelola dengan merubah 
fungsi peruntukannya agar lebih bermanfaat yang berupa ruang belajar 
bagi siswa/siswi Madrasah Ibtidaiyyah Roudlotuzzahidin yang bukan 
dijadikan sebagai jaminan, disita, dihibahkan, diwariskan, hanya 
perubahan fungsi yang digunakan untuk kepentingan umum dan agama 
serta tidak bertentangan dengan syariah. 
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Namun permasalahan terjadi pada bangunan pondok yang satunya 
yang berada di tengah dukuh. Dari tidak digunakannya sebagai pondok 
sampai sekarang tidak dilakukannya perubahan terhadap fungsi dan 
peruntukan pondok pesantren. Hanya dirawat oleh seseorang yang telah 
dipercayai untuk mengelola bangunan tersebut. 
Problem tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi undang-
undang perwakafan kepada para nazhir. Agar dapat memberikan manfaat 
dari adanya undang-undang perwakafan bagi nazhir  karena undang-
undang perwakafan adalah pedoman pengelolaan wakaf di indonesia dan 
agar mendapatkan  perlindungan hukum jika dilakukan sesuai dengan 
undang-undang yang mengatur tentang perwakafan. 
Dengan demikian, perubahan atau pengalihan benda wakaf pada 
prinsipnya bisa dilakukan selama memenuhi syarat-syarat tersebut dii atas 
dan dengan mengajukan alasan-alasan sebagaimana yang telah ditentukan 
oleh undang-undang yang berlaku. Ketatnya prosedur perubahan dan atau 
pengalihan benda wakaf itu bertujuan untuk meminimalisir penyimpangan 
peruntukan dan menjaga keutuhan harta wakaf agar tidak terjadi tindakan-
tindakan yang dapat merugikan eksistensi wakaf itu sendiri. Sehingga 
wakaf tetap menjadi alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan umat. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan. 
Dari uraian yang telah dijelaskan oleh penulis dari Bab I sampai 
dengan Bab IV, tentang Strategi Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf (Studi 
Kasus di Pondok Pesantren Roudlotuzzahidin Dk. Tegalarum, kunden, 
Karanganom, Klaten) dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Bahwa nazhir melakukan perubahan peruntukan terhadap 
bangunan bekas pondok pesantren dirubah menjadi ruang kelas 
untuk belajar bagi siswa/siswi Madrasah Ibtidaiyah (MI) 
Roudlotuzzahidin, dengan dilakukanya perubahan peruntukan 
diharapkan memberikan manfaat kepada orang banyak dan harta 
benda wakaf tersebut agar tidak hanya terbengkelai/tidak 
digunakan setelah tidak sesuai dengan tujuan wakaf. 
2. Bahwa Hukum Islam dan Hukum Positif yang mengatur tentang 
perwakafan, terutama tentang perubahan peruntukan yaitu 
melarang melakukan adanya perubahan peruntukan. Namun ada 
pengecualian, jika harta benda tersebut sudah tidak digunakan lagi 
sesuai dengan tujuan wakaf, maka diperbolehkan untuk merubah 
peruntukan dengan tujuan agar harta benda wakaf tersebut  
memberikan manfaat kepada banyak orang. 
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B.  Saran  
- Untuk Nazhir/pengelola harus terus mengembangkan pengelolaan 
terhadap bangunan pondok pesantren agar tidak terbengkalai 
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